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ABSTRAK

perjanjian penggabungan (merger) mery

dari satu perusahaan yang bergabun pakan bentuk perjanjian antara lebih

untu ' Fond
erusahaan guna  pengembangan 1 usah: meningkatkan kinerja dan keuntungan

dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak mAgar perjanjian merger dapat

I anaan merger harus memberhatian erugikan semua elemen, maka
sal . tidak hanya ke
tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pemeygang pfanr?anrg?nkgpe;firnog?:r;

reditor, karyawan, masyaraka )
'r(nonopoli dan atau persainygan u;ahc;a?idakkhl;zltlwsrth e cheninnLlion, jprakie:
Jtas mergernya bank Danamon yang mery at. Setelah melakukan pengamatan
& treraer vah ' pakan contoh suatu usaha melakukan
prakte ger yang menarik untuk diteliti, Adapun t
mengetahui mergernya beberapa bank dan 'men hpasll|< ujuan penelitian inl untuk
salah satu bank yang tetap dipertahankan nar?man aatr;I:r?nlé”D;namEn ‘e
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku gan sesual c? e in tian
Undang-Undang NQ.S Tahun 1999 tentang Larangan Praktelfngl‘fal’gnosglelntggg
PersamP%ar;Ilthis:r?airj-ildtfekrijag selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli.
: sita eskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis
normatif. Tahap penelitian terbagi atas 2 tahap yaitu penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan.  Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan
wawancara dengan analisis data yang menggunakan metode yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa perjanjian merger
perbankan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku. Merger yang dilakukan khususnya dalam dunia perbankan tidak dapat
dikatakan sebagai merger yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat, karena pada merger yang dilakukan oleh usaha perbankan harus melewati
tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam proses
merger untuk mendapatkan ijin merger itu sendiri. Sehingga merger yang
dihasilkan adalah merger yang betul-betul untuk meningkatkan kinerja usaha dan
memperkuat permodalan dalam bidang perbankan. Selain daripada itu dalam
' perjanjian merger selain untuk kepentingan perusahaan dan kemajuan usaha juga
memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang menjadi
perhatian khusus jika dalam hal pemegang saham minoritas tidak setuju dalam
melakukan merger, maka pemegang saham minoritas mempunyai pilihan da[am
menghadapi rencana bank merger yaitu pemegang saham minoritas dapat menjual
sahamnya sesuai dengan harga yang wajar, dalam hal harga yang wajar dapat
ditentukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen untuk melakukan
Penilaian. Pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam merger usaha perbankan
beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger, dan pemegang saham
Perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hast;l|l mlerge‘rlé
- Demiklan halnya dalam merger tersebut dapat dihasllkan suatu kqm n‘asl'h a
~ aktiva maupun pasiva dari bank yang mengambil-alih dan bank yang diambilalih.



The Merger agreement is an agreemen
merge together to improve the firm pe
development. To prove that the merger
regulations and satisfy all elements, therefore
Just the firm interest, but also the interest of t

society and more importantly does not allow monopoly and or unfair business
competition. business practices. After the Danamon merger process, it's a good
example to observe and research, The aim of this research is to determine whether
the merger of several banks and finally using Bank Danamon as the acquirer bank,
are based on the prevailing law and satisfy the existing Indonesian Law No. 5/1999
which prohibit monopolistic practices and unfair business competition which finally
becomes the Ant;i Monopoly law.

The research is based on analytical description using the normative
Jurisdiction method. The research processes are divided in 2 stages, which are the
lbrary research and field research, The data gathering technique are based on
library study and data analysis using the qualitative jurisdiction method.

Based on the research result, the conclusion gathered is that the merger
agreement process follows the existing law and regulations. Bank merger cannot be
describing as unfair business competition, because they have to go through
different stages and regulations in the merger process to obtain the merger permit.
Therefore, the resulting merger will result in improving the performance and capital
for the bank. On top of this, besides improving the interests of the company apd
business future, it also protects the minority shareholders .whnf:h gain special
attention if they do not agree with the merger, and then the minority shareholders
have the choice of selling their shares at the right price, which are determm_ed by an
independent valuation firm to do valuation. Thg management of the financials
changes by law to the merged bank and the existing share'hmders becomes t_he
shareho|ders of the merged bank. The merger must result in a healthy financial

€ondition arising frorn the acquired and acquiring banks.

t between more than one firm which
rformance, financials and business
agreement follows existing rules,
the merger process must satisfy not
he shareholders, creditors, personal,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip

dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat

banyak untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas

demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.”

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperanan penting
dalam proses pembangunan nasional. Dalam perekonomian Indonesia,
sistem keuangan telah didominasi perbankan jika dilihat dari segi
kepemilikan aset, pengumpulan dan penyaluran dana untuk pembiayaan
pembangunan. Jasa perbankan dijadikan tumpuan dalam Kkegiatan
investasi dan produksi serta lalulintas transaksi perdagangan.

Sejalan dengan Trilogi Pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi,
peran lembaga perbankan sangat penting untuk tercapainya tingkat
pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itu telah dikeluarkan paket
kebijaksanaan yang memudahkan proses pendirian dan pembukaan

kantor baru. Sejak Paket Kebijaksanaan diluncurkan oleh pemerintah

pada tahun 1988, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang



sangat cepat. Hal tersebut ditandal dengan banyaknya diditikan bank
bank baru, meningkatnya jumlah kantor bank dan  pengembangan
keglatan usaha bank. Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor /
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagal pengganii Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1967 serta beberapa peraturan pelaksanaannya yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan perckonomian nasional dan
internasional.

Pada periode 1988-1991, aspek kelembagoan dan operasional
bank mengalami peningkatan yang sangat berarti. Namun sejak
dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan bulan Februari 1991 (PAKFEB), pada
aspek yang sama periode 1991-1993 perkembangan perbankan berjalan
relatif lambat. Hal ini disebabkan pada kurun waktu 199!1-1993 mulai
bermunculan kredit-kredit bermasalah yang memaksa perbankan
Indonesia mengadakan penguatan dalam mengatasi kredit bermasalah
dan peningkatan struktur permodalan.

Di tengah upaya pembenahan menghadapi persaingan yang
ditandai dengan akan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) pada
tahun 2003, perbankan Indonesia semakin terpuruk kondisinya karena
krisis ekonomi yang berlangsung sejak pertengahan 1997 hingga
sekarang. Krisis kepercayaan juga melanda lembaga perbankan lantaran

sudah banyaknya bank yang dilikuidasi dan dibekukan operasionalnya

oleh pemerintah, balk yang dlilakukan oleh bank sentral maupun oleh



Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selain itu, banyaknya
bank yang masuk dalam program penyehatan oleh BPPN juga membuat
masyarakat semakin gelisah atas dananya yang disimpan pada lembaga
perbankan nasional,

Krisis  kepercayaan terhadap lembaga perbankan nasional
merupakan salah satu implikasi dari upaya pemulihan perekonomian
Indonesia secara menyeluruh. Baik dari program Bank Irdonesia sendiri,
maupun dari kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF).
Dalam pembenahan sektor perbankan, cukup rumit untuk ditentukan
harus dimulai dari mana perbaikan sektor ini, agar dalam waktu cepat
dapat berjalan normal sesuai dengan prinsip dan azas-azas yang
tertuang dalam Undang-undang tentang Perbankan serta metode baru
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah adalah
diadakannya program penyehatan yang diselenggarakan oleh BPPN dan
peningkatan jumlah modal disetor secara bertahap, serta program
penjaminan dana seluruh nasabah lembaga perbankan. Selain itu,
bantuan teknis dari bank-bank asing juga dikerahkan untuk membenahi
perbankan nasional, misalnya dari Direktur Pelaksana Deutsche Bank dan
ABN AMRO Bank.

Secara khusus, banyak dikeluarkan ketentuan-ketentuan baru

Bank Indonesia balk mengenal pembatasan suku bunga deposito maupun



upaya pengendalian ekspansi usaha bagi bank yang tidak memenuhi
ketentuan permodalan serta tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK). Hal ini ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
serta sebagai paket dari jaminan yang diberikan oleh pemerintah
terhadap simpanan dana masyarakat.

Untuk mencapai peningkatan kinerja bank sebagaimana yang telah
diarahkan melalui instrumen jumlah modal disetor serta efisiensi,
rencana penggabungan bank-bank BUMN telah diajukan oleh pemerintah.
Rencana tersebut direspon positif oleh bank-bank swasta nasional
sebagai alternatif pemecahan permasalahan di struktur lembaga
perbankan. Dengan penggabungan, bank-bank tersebut diharapkan
menjadi solid, kuat, sehat dan besar untuk dapat memperkuat
permodalan dan manajemen dan diharapkan dapat bersaing di era
globalisasi. Selain itu, krisis ekonomi yang ditandai dengan gejolak politik
serta implikasi lainnya merupakan salah satu penyebab tuntutan
perbaikan terhadap lembaga perbankan secara substansial.

Selain rencana penggabungan, perkembangan terakhir setelah
peristiwa penarikan besar-besaran dana nasabah beberapa bank swasta
nasional terbesar, muncul juga ide penyehatan lembaga perbankan

dengan pengambilalihan (akuisisi) kepemilikan saham baik oleh

pemerintah maupun bank asing terhadap bank-bank yang sudah tidak
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mampu bertahan lagi. Namun, hingga kini proses ke arah akuisisi belum
mendapat respon positif dari pemerintah maupun bank sentral sendiri.

Dari beberapa metode peningkatan efisiensi dan penguatan
struktur modal, langkah penggabungan merupakan pilihan yang banyak
diminati oleh kalangan perbankan. Hai ini dapat dilihat semakin
bergulimya “bola salju” penggabungan baik pada bank BUMN maupun
bank swasta.

Penggabungan dianggap langkah terbaik menghadapi ketatnya
persaingan jangka panjang, globalisasi dan efisiensi. Di negara-negara
maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, penggabungan sudah menjadi
model restrukturisasi yang efisien. Penggabungan sebagai salah satu cara
untuk menjadikan lembaga perbankan menjadi efisien dan solid.
Sebenarnya, penggabungan pernah dilakukan di Indonesia pada tahun
1971. Dari penggabungan tersebut jumiah perbankan menciut dari 131
menjadi 66 bank. Marjanto Danusaputro (mantan Direktur Bank
Indonesia) menyebutkan bahwa:

"penggabungan di antara bank BUMN itu perlu. Hasilnya juga akan

baik. Alasannya, modal bank akan bertambah besar. Dengan

modal kuat, sebuah bank akan semakin hebat. Hal lain, sinerginya
juga bertambah, mulai dari produk , pelayanan, teknologi,
organisasi, sampai sumber daya anusia dan juga akan

mengurangi persaingan yang tida perlu. Arti ya antar bank
pemerintah tidak saling berebut, ke sniz

7D |

Marjanto Danusapt
Menghadapi Pasar Global, Fe



O

Lebih jauh Widigdo Sukarman (Direktur Utama Bank BNI)

menyebutkan bahwa:

“kecenderungan penggabungan antar bank sudah tampak di bank-
bank asing berskala internasional. Perkembangan penggabungan
antar pank telah melanda perbankan di luar negeri yang dikenal
sebaga_l pusat-pusat keuangan dunia terlebih dahulu, baru
kemudian ke bank-bank kawasan Asia Pasifik. DI Amerika Serikat,
merger atau konsolidasi antara Chase Manhattan Bank dengan
Chemical Bank menjadi Chase Manhattan mampu meningkatkan
aset dan permodalan bank pasca penggabungan, sehingga
menggeser Citicorp sebagai bank terbesar di Amerika Serikat, “ 8
Dalam rangka rencana gelombang penggabungan ini, telah
dihimbau oleh Menteri Keuangan agar perbankan dalam negerl yang
kesulitan penggabungan dengan sesama bank lokal agar melakukannya
dengan bank asing. Penggabungan antara bank lokal dengan bank asing
dianggap akan menguntungkan kedua pihak. Bank asing yang gabung
dengan bank lokal berpeluang untuk melakukan penetrasi pangsa pasar
lokal dengan relatif tanpa hambatan. Sedangkan, keuntungan bank lokal
yang gabung dengan bank asing, selain menaikkan nilai aset dan
permodalan, juga dapat membentuk jaringan kerja secara global dan
profesional. Fenomena pasar bebas sejak tahun 2003 memaksa
perbankan nasional untuk membuka jaringan kerja global, sebab pada
waktu itu sistem keuangan suatu negara telah diintegrasikan.

Penggabungan juga dilakukan oleh bank-bank yang kinerja

perusahaannya berpredikat sehat dan juga bank yang kinerjanya kurang

Widigde Sukarman, Me ',,\»"'Antar Bank, PFilihan Untuk Hadapi
Globalisasi, Business News, (6065/26-9-1997), him. 3.
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sehat. Kecenderungan ini terjadi karena bank sentral memberikan
syarat-syarat penambahan modal disetor serta peningkatan rasio-rasio
dalam operasional lembaga perbankan. Meskipun kelebihan-kelebihan
penggabungan telah banyak diketahui oleh para pengelola lembaga
perbankan, namun dalam pelaksanaannya upaya tersebut sulit dilakukan
karena pada akhirnya banyak pula para pengelola perbankan “memilih”
dilikuidasi oleh lembaga pemegang otiritas perbankan. Kendala untuk
melakukan penggabungan tersebut disebabkan oleh masalah teknis serta
perkembangan situasi ekonomi dan politik Indonesia yang masih
cenderung labil, sehingga perlu ekstra hati-hati langkah penggabungan
dilakukan karena akan berdampak terhadap pihak-pihak yang terkait
dalam suatu sistem perbankan.

Fenomena penggabungan jelas akan mewarnai dunia perbankan
Indonesia baik pada masa krisis ekonomi sekarang ini maupun
sesudahnya. Namun demikian pelaksanaan penggabungan tentunya akan
menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait dalam suatu sistem
perbankan, khususnya para pelaku usaha.

Penggabungan sesungguhnya dapat dipandang sebagai salah satu
bentuk integrasi usaha yang sering dilakukan untuk mencapai proses
produksi yang lebih efisien. Penggabungan dapat membawa keuntungan
nyata bagi persaingan usaha. Jika penggabungan bermuara pada

berkurangnya jumlah perusahaan dalam satu industri, yang



dikhawatirkan adalah berkurangnya kompetisi. Hal ini dapat terjadi
apabila suatu perusahaan yang bermaksud memasuki pasar dalam suatu
industri dibeli oleh dan digabungkan dengan perusahaan yang sudah
eksis di pasar itu, yang akan hadir disuatu pasar akan menjadi lenyap.

Bank Dunia juga mencatat bahwa penggabungan pada dasarnya
merupakan aktivitas yang biasa diambil oleh para pelaku usaha demi
tercapainya efisiensi dalam industri tertentu. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa penggabungan tidak harus selalu membawa akibat
berupa terhalangnya persaingan. Semua negara yang telah memiliki
hukum persaingan usaha tampaknya memiliki pandangan yang sama,
sehingga mereka tidak melarang penggabungan. Negara-negara melalui
hukum persaingan usaha mereka cenderung untuk mengatur
penggabungan yang membawa dampak negatif terhadap persaingan.

Konsekuensi logis dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari
campur tangan eksternal adalah munculnya persaingan. Karena setiap
orang memiliki kebebasan untuk  menjalankan usaha yang
dikehendakinya, persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku
usaha lainnya menjadi tak terhindarkan. Dengan demikian, sebenarnya
dapat dikatakan bahwa persaingan merupakan salah satu karakteristik
sistem ekonomi pasar.

Penggabungan adalah merupakan salah satu strategi yang

dilakukan oleh para pelaku untuk menghadapi persaingan usaha yang



semakit ketat. Pada prinsipnya terdapal dua faktor yang pelaku usaha
melakukan penggabungan, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.
Beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan
penggabungan adalah efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan
memasuki pasar, mengakses reputasi teknologi, produk dan merek
dagang, memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang
profesional, membangun kekuatan pasar (market power), membangun
kekuatan monopoli, memperluas pangsa pasar, mendiversifikasi ini
produk, mempercepat pertumbuhaan perusahaan, menstabilkan cash
flow dan keuntungan,

Secara luas, sistem ekonomi pasar dan persaingan usaha dianggap
bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga
negara-negara yang menganut pendekatan ekonomi pasar umumnya
lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang
sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan
hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan kekuatan ekonomi di
satu tangan. Instrumen hukum vyang dimaksud untuk menjamin
berlangsungnya persaingan usaha yang sehat itulah yang secara umum
disebut sebagai hukum persaingan usaha.’

Saat ini setidaknya ada 40-an negara yang telah memiliki

instrumen hukum persaingan usaha yang komprehensif. Di Indonesia

? Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor,
2004, him.11
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sendiri pada tahun 1999, antara lain karena desakan IMF sebagai syarat
pengucuran dana dari lembaga itu kepada Indonesia, dikeluarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,® yang selanjutnya disebut “UU Anti
Monopoli.”

Selain dampak positif, penggabungan juga dapat memberikan
dampak negatif, salah satu dampak negatif dari penggabungan yang
sering terjadi pada negara transisi atau negara berkembang adalah
menciptakan atau meningkatkan posisi dominan sehingga dapat
melakukan kegiatan yang dapat mendistorsi pasar. Distbrsi pasar
tersebut dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk
bagi pelaku usaha lain dalam pasar, menetapkan harga yang lebih tinggi
, pengurangan output dan mutu produk yang lebih rendah sehingga pada
akhirnya konsumen juga dirugikan.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang
ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga
yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas
bagi konsumennya yang menjadikan bersatunya kekuatan pangsa pasar.
Dari sudut pandang hukum anti monopoli, penggabungan horizontal
merupakan penggapgpgan usaha yang sangat berpotensi untuk
menghambat persaingan karena dengan penggabungan ini, 2(dua)

pesaing bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih kuat dan juga

* Ibid.



Untuk melaksanakan dan mengawasi hal tersebut, maka UU Anti
Monopoli sangat dibutuhkan, karena adanya UU ini diharapkan adanya
Pengawasan terhadap tindakan para pelaku usaha, dan selanjutnya
diharapkan pula akan tercapai adanya efisiensi ekonomi dan akan
terpelihara tingkat harga barang dan jasa yang wajar (reasonable) dan
kualitas yang tinggi.®

Dalam penggabungan perbankan akan menjadi perhatian pula
pada ketentuan hukum mengenai saham baik internal maupun
eksternal. Pertimbangan penggabungan internal bank itu sendiri adalah
adanya pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/ kecil yang
kedudukannya menjadi riskan. Karena itu, adalah menjadi tugas sektor
hukum untuk menjaga keadilan/ kesebandingan, dengan melindungi
pihak yang lemah tersebut. Adapun pihak yang lemah yang
kedudukannya krusia jika terjadi penggabungan tersebut antara lain
mereka yang lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.
Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat penting
dalam penggabungan.

Sehubungan dengan pemegang saham minoritas, penetapan
keputusan penggabungan bank dapat mengakibatkan suara kelompok

saham minoritas menjadi tidak bisa menentukan pola penggabungan

sebagaimana yang diharap @ -il(}emungkinan ini dapat terjadi apabila
& =

* Asril Sitompul, Pfaktek Monopall dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, him.5.



pemegang saham mayoritas memaksakan kehendak atas pola dan
mekanisme penggabungan sesuai kepentingannya. Terhadap hal ini
tentunya perlu ada suatu norma atau asas yang memberikan
perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan
penggabungan bank.

Hal ini tercermin dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
jilka memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha, hal mana para
pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan perbedaan
pendapatnya jika saja ia tidak berkehendak untuk melakukan
penggabungan tersebut sebagaimana isi Pasal 75 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi 5

“Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak

tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3(dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara
tersebut.”

Sedangkan pertimbangan eksternal para pihak dalam
penggabungan yang perlu diperhatikan  sebelum  melakukan
penggabungan yang harus diperhatikan terlebih dahulu taksiran dari
harga saham-saham dan laporan keuangan yang dikenal dengan neraca
aktiva dan pasiva keuangan bank, sehingga penggabungan dapat
dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perhatian

khusus akan tertuju pada hal kewajiban bank yaitu pasiva keuangan

® Soejono, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nol Tahun 1995, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, him.60.



bank, yang akan menjadi pertimbangan baik sebelum dan sesudah

melakukan penggabungan, antara lain penyertaan dari pengalihan kredit.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang bertujuan profit, misi

dan visi pengembangan bisnisnya lebih kurang banyak diwarnai oleh

kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam lembaga itu. Lebih

khusus lagi dinamika pengembangan visi dan misi penggabungan antar

lembaga perbankan menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan

penggabungan dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang

sehat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang

penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan dalam

penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1.

Apakah perjanjian penggabungan perusahaan khususnya
perbankan dihubungkan dengan persaingan usaha telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ?

Bagaimana hak pemegang saham dalam perjanjian
penggabungan?

Bagaimana pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam
penggabungan usaha perbankan ?

Tujuan Penelitian



1. Mengetahui, meneliti dan mengkaji perjanjian penggabungan

perbankan dihubungkan dengan persaingan usaha.
2. Mengetahui dan memahami hak pemegang saham dalam
perjanjian penggabungan khususnya pemegang saham minoritas.
3. Mengetahui dan memahami tentang neraca keuangan bank dalam
penggabungan usaha perbankan khususnya tentang Pasiva

Keuangan Bank sebelum dan sesudah melakukan penggabungan.

D. Kegunaan Penelitian

i Sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum
terutama bidang perjanjian khususnya perjanjian penggabungan
usaha perbankan dan hukum persaingan usaha.

2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi bagi
penyempurnaan ketentuan pelaksanaan perjanjian penggabungan
dalam bidang usaha perbankan dan kaitannya dengan pembuatan
peraturan persaingan usaha, schingga dapat menciptakan
persaingan usaha yang sehat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

manfaat bagi :

1 Pemerintah, khususnya Bank Indonesia, Bapepam, Bursa Efek

Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta instansi terkait

lainnya.



2. Para pelaku usaha perbankan dan pelaku usaha lainnya.

3. Masyarakat luas sebagai nasabah bank, baik sebagai kreditur

maupun sebagai debitur.

E. Kerangka Pemikiran
Arah kebijakan dalam TAP MPR Nomor IV/ MPR/ 1999 Tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, diidentifikasikan
5(lima) permasalahan pokok yang sekarang ini sedang dihadapi oleh
bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut :’
1. Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi
bangsa.
2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia.
3. Lambatnya pemulihan ekonomi.
4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatkan penyakit sosial
dan lemahnya ketahanan budaya nasional.
5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan
masyarakat.
Kondisi yang memperhatikan ini menuntut seluruh elemen bangsa
Indonesia, khususnya penyelenggara negara, pengambil kebijakan dan
pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerjasama melaksanakan

reformasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,

7 1 Nyoman Tjager, et al.,, Corporate Governance (Tantangan dan
Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia), Prenhallindo, Jakarta, 2003, him,

“.
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untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercanturm dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1V, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

N

. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Tkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Perwujudan tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas
dilaksanakan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat
dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
serta berdasarkan UUD 1945. Bahwa penyelenggara negara
dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek
kehidupan bangsa. Jadi, hakikat dari pembangunan adalah membangun
manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini dilakukan melalui kebijakan
pemerintah dalam pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan
pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta
menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha

sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap



pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan
kegiatan-keglatan yang nyata.®

Dalam hal ini, pembangunan nasional tersebut harus merupakan
perwujudan dari  prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang
mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas
demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.”

Prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi tersebut
diimplementasikan dalam politik ekonomi nasional yang diarahkan untuk
menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha
menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya
keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku
ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar
swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saling memperkuat
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang
berdaya saing tinggi.’

Dalam rangka melaksanakan politik ekonomi tersebut, maka

pemerintah memerlukan dana dalam jumlah besar yang dapat diperoleh

® Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung 1997, him. 298.
¢ Ketetapan MPR RI Nomor 1V/ MPR/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam

Rangka Demokrasi Ekonomi.



dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber dana dari luar negeri
dapat diperoleh dalam bentuk bantuan luar negeri maupun investasi,
sedangkan sumber dana dari dalam negeri diperoleh dari beberapa sektor
yakni sektor migas dan sektor non-migas, perpajakan dan perbankan.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperanan penting
dalam proses pembangunan nasional. Dalam perekonomian Indonesia,
sistem keuangan telah didominasi perbankan jika dilihat dari segi
kepemilikan aset, pengumpulan dan penyaluran dana untuk pembiayaan
pembangunan. Jasa perbankan dijadikan tumpuan dalam kegiatan
investasi dan produksi serta lalulintas transaksi perdagangan.

Perekonomian berdasar asas demokrasi ekonomi, kemakmuran
bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan menguasai hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Kalau tidak, tampak produksi akan jatuh ke tangan perseorangan yang
berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.'’

Pembangunan ekonomi, mempunyai arti pengolahan kekuatan
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman
modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan
berorganisasi dan manajemen. Maka selama Indonesia belum memiliki
sendiri faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal

asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak

Loc. cit.



fiekibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak

merugikan kepentingan nasional.!!

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai
kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan
penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi
masyarakat.  Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara
ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/ GNP.'?

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyusun Agenda
Pembangunan wuntuk tahun 2005 vyang antara lain melakukan
pembangunan di bidang hukum yang mendukung pembangunan di
bidang ekonomi, dengan cara menegakkan supremasi hukum dengan
sasaran untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat termasuk
kalangan pengusaha dengan memberikan  kepastian hukum serta
menciptkan iklim yang kondusif, baik kepada masyarakat untuk
mengembangkan diri masing-masing maupun kepada semua pelaku
usaha untuk menjalankan usahanya.’

Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-
kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan
ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di

atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai

‘X oc cit.

12 :
Ibid., him.15
13 Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, Disampaikan Dalam Musya-

warah Perencanaaan Pembangunan Pusat tahun 2004, Jakarta:Kantor Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, him 1-9, 1-10, V-4
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suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu

negara meningkat dalam jangka panjang.'*
Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi
mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :**

(1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-

menerus;

(2) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita; dan

(3) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung

dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses
agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor
yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan
dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang
timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf
kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap
pembangunan berikutnya.

Dalam pembangunan tersebut, selain terdapat keterbatasan dalam
hal sumber daya manusia, kendala yang dihadapi Indonesia adalah faktor

perangkat hukum yang masih belum dapat mengikuti laju perkembangan

yang ada dalam masyarakat.

4 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomii
YKPN, Yogyakarta, 1992, him.14.

]
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Pembangunan hukum telah dan sedang dilakukan di Indonesia,

diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber
pada Pancasila dan UUD 1945, dimana pembangunan hukum tersebut

meliputi pembangunan: materi hukum, aparatur hukum, sarana dan

prasarana hukum, serta budaya hukum. Pembaharuan hukum yang

merupakan salah satu bagian dari pembangunan hukum harus tetap
memperhatikan  kemajemukan tatanan hukum vyang berlaku dan
mencakup : upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum,
perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan
negara yang tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan
nasional yang lancar.

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang amat
membutuhkan hukum yang harus dapat membantu proses perubahan
yang terjadi dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan
alat atau sarana pembaharuan masyarakat,'® dimana hal ini didasarkan
pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu

merupakan suatu hal yang diinginkan, bahwa dipandang perlu.

o j ' Perkembangan Hukum dalam
16 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan

Pembangunan Nasional, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan
Kavr\-‘l fulus pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan

bekerjasama dengan PT aAlumni, Bandung, 2002, him.13.



Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau
peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagal alat (pengatur) atau

sarana pembangunan dalam arti penyalur arah keinginan manusia ke

arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.*’
Perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonomi, peran lembaga
perbankan sangat penting untuk tercapainya tingkat pertumbuhan yang
diharapkan. Peran perbankan yang menjalankan fungsinya dalam
pertumbuhan ekonomi, mendapat krisis kepercayaan dengan banyaknya
bank yang mengalami likuidasi. Sehingga hal ini diantisipasi dengan
melakukan peningkatan kinerja bank sebagaimana yang telah diarahkan
melalui instrumen jumlah modal disetor serta efisiensi, rencana
penggabungan bank-bank BUMN telah diajukan oleh pemerintah.
Rencana tersebut direspon positif oleh bank-bank swasta nasional
sebagai alternatif pemecahan permasalahan di struktur lembaga
perbankan. Dengan merger dan konsolidasi, bank-bank tersebut
diharapkan menjadi solid, kuat, sehat dan besar untuk dapat
memperkuat permodalan dan manajemen dan diharapkan dapat bersaing
di era globalisasi. Selain itu, Krisis ekonomi yang ditandai dengan gejolak

politik serta implikasi lainnya merupakan salah satu penyebab tuntutan

perbaikan terhadap lembaga perbankan secara substansial.

17 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum

Nasional, Bandung, 1976, him.74.
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Hukum yang Mengatur kegiatan dalam dunia usaha, biasa disebut
dengan hukum - bisnis merupakan keseluruhan peraturan-peraturan
hukum, baik yang tertulis Mmaupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan
kewajiban yang timbul dari Perjanjian-perjanjian maupun perikatan-
perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Dalam hal ini hukum bisnis
berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik
bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang
berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis yang dijamin oleh kepastian
hukum.*®

Hukum ini dikenal dengan “Hukum Perjanjian”, istilah “perjanjian”
dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah
"Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” dalam bahasa
Inggris. Karena itu, istilah "Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang
lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “"Hukum
Perjanjian” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam
buku Ketiga KUHPerdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari
perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka

dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai

pengaturan tentang ikatan hukum yag terbit dari penjanjian saja.

18 Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis dan Hermansyah, Esensi Hukum Bisnis
Indonesia: Teori dan Contoh Kasus,Kencana:2004, him. 5



Perjanjian menurut Roscoe Pound membandingan antara Civil law
dan Roman law. Pada Civil law pengertian dari sebuah perjanjian adalah
untuk keamanan dari sebuah transaksi dimana l.<ita bisa mengikat
keinginan dari yang dijanjikan (promisee) dimana klaim atau
keinginannya bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi yang telah
timbul, sedangkan pada Roman Law yang menjanjikan (promisor) harus
mempunyai bukti bahwa perjanjian itu bukan sebuah transaksi yang legal
dan tidak ada kemungkinan untuk membuat sebuah pengikatan. Dalam
hal ini janji yang abstrak.!®

Pada hakekatnya penggabungan itu sebenarnya tidak lain dari
suatu perjanjian. Jadi selama belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penggabungan secara khusus dan terunifikasi,
maka perjanjian merupakan pokok yang mengikat para pihaknya. Oleh
karena itu ketentuan tentang perjanjian sebagaimana tercantum dalam
Buku III B.W. (KUHPerdata) tetap berlaku.

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai penggabungan secara
khusus memang tidak ada, namun terdapat ketentuan umum tentang
perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk

perjanjian penggabungan.  Salah satunya adalah Asas Kebebasan

19 Roscoe Pound, An Introduction to The Philosophy of Law, University of
California, Los Angeles, 1953, him.134.



25

Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi :%°

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :*!

“1. konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah
ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak,
2. kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk
mengadakan perjanjikan, bebas mengenai apa Yyang
diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya;
pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).”

(V]

Buku III menganut suatu sistem terbuka dan bebas, artinya, setiap
orang dapat membuat perjanjian cesuai dengan maksud dan
keinginannya. Berbeda halnya dengan perikatan yang bersumber dari
undang-undang, para pihak harus tunduk kepada peraturan atau
ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan
pasal-pasal dalam KUHPerdata.

Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian justru memberikan
kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas
untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya

sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu, terbuka

kebebasan yang seluas-luasnye (beginsel der contractsvrijheid) untuk

2 n_ Subektl & R. Tiitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Percata, PT

Pradnva Paramita, Jakarta, 2004, him.342.
! Abdul R. Saliman, Op.cit., him. 13.
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mengatur dan menentukan isi suaty perjanjian, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur
sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan
yang telah diatur yang terdapat didalam pasal-pasal hukum perjanjian.?
Dalam hal ini, perjanjian yang bersangkutan juga tetap harus memenuhi
syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal
1320 KUHPerdata.

Hubungan hukum yang terdapat dalam penggabungan sebenarnya
tidak lain dari suatu perjanjian. Penggabungan merupakan penjabaran
dari asas pokok perjanjian yang pada dasarnya, penggabungan itu secara
substansi merupakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Buku III KUHPerdata. Kemudian pengaturan mengenai penggabungan
secara prosedural diatur secara lebih khusus dalam berbagai peraturan
perundang-undang yang berlaku.

Adapun berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyatuan badan
usaha perbankan dapat digolongkan 3(tiga) cara yaitu cara :

1. Penggabungan (merger) yaitu penyatuan dua bank atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu

bank dan dibubarkan bank lainnya, atau dengan kata lain

berdirinya satu nama bank yang sudah ada dari beberapa

bank yang bergabung.

2 paj widjaya 1.G., Merancang Suatu Kgg:traf\ (Contract Drafting ), Teori
dan Praktik, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, him.3
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Peleburan (konsolidasl) bank adalah penyatuan dua bank atau
lebih dengan cara didirikan bank baru dan membubarkan bank
yang ada, atau dengan kata lain leburnya semua nama bank
yang bergabung dan memunculkan nama bank baru.

3. Pengambil-alihan (akuisisi) bank, berbeda dengan merger/
konsolidasi, dalam hal ini tidak ada bank yang meleburkan
dirl/membubarkan diri, kedua-duanya tetap exist, meskipun
bank yang satu menguasai bank yang lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan serta Undang-

undang Perseroan Terbatas ketiga istilah tersebut ditentukan

berbeda, namun terminologinya sama.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini pengertian penggabungan:*’

“Penggabungan tanpa peleburan (merger) dan adalah:

Absorbsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya.

perusahaan pengambil alih  (the acquiring firm) tetap

memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi,
maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti

eksistensinya sebagai unit usaha (business entity) yang
mandiri.

pada penggabungan dengan cara peleburan (konsolidasi)
yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru
sama sekali. Dalam konsolidasi, baik perusahaan yang
mengambil~alih maupun  yang diambil-alih berakhir
eksistensinya dan menjadi bagian dari perusahaan yang

baru itu.”

=

lidasi dan Akuisisi
5 my Syahdeini, Aspek Hukum Merger, Konso
Upir'taa’;e’};e;atayn perusahaan, (Makalah Seminar Aspek Hukum Merger,

 Datam
] lam Era Globalisasi, Jakarta: BPHN, 1997), him. 5.

E’Ifh'nsolidasi dan Akuisisi Da




Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan :%
t‘)Akuisisi bank ada]ah pengambil-alihan kepemilikan suatu
an}<_ yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan atau
kebuJa.ke_Jn' bgnk Akuisisi di bidang perbankan dapat dilakukan
atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan bank

Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat
sementara dalam rangka penyehatan perbankan.”

Pendapat dari Friedman, Jack P. tentang pengambi-alihan
(akuisisi)?®

“Istilah akuisisi tersebut berasal dari bahasa Inggris,
acquisition yang dalam bahasa Inggris sering juga disebut
dengan istilah take over, yang dimaksud dengan istilah
acquisition atau take over adalah pengambil-alihan suatu
kepentingan pengendalian  perusahaan  oleh  suatu
perusahaan lain (one company over controling interest in
another company).”

Penggabungan perbankan pada saat ini telah menjadi masalah
bisnis dan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan peningkatan Kinerja
lembaga perbankan, penggabungan diharapkan dapat meningkatkan
internalisasi, efisiensi dan kualitas pelayanan sebagai upaya
restrukturisasi bank. Sedemikian pentingnya tindakan penggabungan,

untuk itu diatur persyaratan dan tata caranyd melalui peraturan

Perundang-undangan yang mengikat setiap lembaga perbankan.

N

' Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. . il e
“ Jack P. Fredman, Dictionary of Business Terms U

Educational Series Inc., 1987, him.10.



Manfaat ekonomi dari pelaksanaan penggabungan perbankan tidak
akan berdampak negatif apabila diberi rambu-rambu berupa ketentuan

hukum yang baik. Hal ini menjadi penting karena perbuatan hukum

penggabungan perbankan dapat ditimbulkan akibat yang multi
dimensional yaitu akibat hukum yang bersifat formal maupun materii,
akibat ekonomi dan akibat sosial serta psikologis. Upaya untuk menekan
dampak yang berlebihan harus diformulasikan secara bijaksana oleh
pihak yang berwenang dalam setiap bank yang akan melaksanakan
penggabungan. Hal ini sangat penting karena proses penggabungan pada
dasarnya dampak negatif yang fatal bagi setiap pihak yang terkait dalam
sistem perbankan tidak dapat diinginkan.

Konsep ekonomi dan hukum dalam penelitian ini akan disatukan
secara setara dan digunakan terminologi yang tepat. Pemenuhan
kebutuhan berjalan searah bersama metode kebutuhan didapatkan
melalui cara yang tepat sesuai dengan xaidah-kaidah hukum. Supaya
penelitian ini lengkap kajiannya maka disajikan secara berurutan mulai
dari keberadaan lembaganya, prosedur dan perlindungannya. Selain itu,
didukung pula dengan kajian yuridis yang komprehensif sehingga ada
suatu perbandingan yang memadai serta saling terkait sebagai peristiwa
hukum antara bidang perbankan yang melakukan penggabungan dengan

bank yang tidak melakukan penggabungan (bank yang masih berjalan

sampal saat ini) dalam hukum persaingan usaha.
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Pada dasarnya hukum persaingan usaha telah berkembang sejak

Perang Dunia Kedua di Inggris, bahkan pengadilan telah membuat
batasan-batasan sebagai pengekangan perdagangan pada hukum adat

terjadi di Negara Amerika Serikat, yang mengaju terhadap hukum
persaingan usaha pada beberapa dekade yang lalu yaitu Undang-
Undang Sherman 1890. Ini dikenal sebagai “anti trust” di USA,
berkembang dari usaha-usaha Negara Amerika Serikat untuk
menghapuskan “trust” atau anti persaingan cartel yaitu kelompok-
kelompok dari pabrik-pabrik besar yang memprodusi industri khusus
yang bersatu untuk memperkuat pasar industri dan memastikan bahwa
harga-harga yang tinggi, syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang
berubah-ubah yang mereka tetapkan dapat diterima. Undang-undang
Amerika Serikat dimaksudkan mencegah “trust” seperti itu, itu sebabnya
diperlukan syarat “anti-trust”.

Suatu lingkungan yang kompetitif adalah syarat mutlak bagi
negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

efisien. Dalam pasar-pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan

akan bersaing untuk lebih banyak menarik konsumen melalui penjualan

produk dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan produk

mereka, memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Dengan
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demikian maka suaty lingkungan  kompetitif akan menguntungkan

konsumen,?¢

i Ingkan dengan banyak negara lain, Indonesia sudah sangat

ketinggalan start. Di Amerika Serikat (AS) sudah lama sekali berlaku

undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat. Bahkan sebelum berlakunya undang-undang itu, yaitu

sebelum berlakunya Sherman Act pada tahun 1980, pengadilan di AS
telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktek-praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.?’

Dalam Undang-udang Anti Monopoli ditentukan juga bahwa dalam
hal merger, konsolidasi atau akuisisi perusahaan yang berakibat nilai aset
dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu (yang akan ditetapkan
dengan peraturan pemerintah), maka dalam hal yang demikian,
pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib
dilakukan. Lihat Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli.*®

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di
atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut

dalam bentuk tesis tentang: PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA

PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN

: i ' ' Perlu Diperhatikan Dalam
% Thee Kiam Wie, Aspek Ekonomi Yang j ey peem

Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bis
8, 1999) him.60 :
¥ Sutan Remy Sjah I
Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis
* Ibid.

i ' /i dan Persaingan
eni, Larangan Praktek Monopo
: (Volume 4, 1998), him. 5.
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1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT

F. Metode Penelitian

, I Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data
kepustakaan atau data sekunder. Dalam rangka menambah wawasan
dan pengetahuan, metode perbandingan hukum juga digunakan untuk
membandingkan ketentuan hukum perbankan dan hukum perusahaan
khususnya mengenai persaingan usaha.

74 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang disertai analisis
mengenai  peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

melakukan perjanjian penggabungan usaha perbankan ditinjau dari

persaingan usaha.
3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terhadap data

sekunder dan data primer. Dalam studi kepustakaan dilakukan

inventarisasi hukum positif serta bahan-bahan pustaka buku dan non
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buku. Secara khusus penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian
agar hukum in concreto dapat ditemukan. Studi pustaka dilakukan untuk

mencari data sekunder, bahan-bahan di bidang hukum yang dicari adalah

sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer, vyaitu peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan perbankan;
undang-undang perseroan terbatas serta ketentuan undang-
undang persaingan usaha yang sehat,

) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan untuk membantu meng-
analisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku
literatur tentang hukum perbankan, perusahaan, perjanjian, yang
berkaitan dengan penggabungan; serta persaingan usaha,

) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi informasi
tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel,

feature, wawancara, pada media massa dan jurnal ilmiah.

b. Penelitian Lapangan

Sebelum dapat ditemukan norma hukum in concreto, akan

dilakukan kegiatan untuk mencari apa saja yang termasuk dalam hukum

positif yang sedang berlaku. Setelah itu akan dilakukan pencarian data

primer melalui wawancara dengan para pejabat Bank Indonesia yang

membawahi segala kegiatan penggabungan perbankan dan wawancara
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dengan para pe
Bgan para pejabat Komisi pengawas Persaingan Usaha  (KPPU).

vawancara dilak
4 n ukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka

dengan berfokus pada permasatahan yang akan diteliti yaitu berkenaan

Penelitian  lapangan dimaksudkan  untuk mendukung  data

pustakaan, yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten

-EY b
s

an relevan seperti para pakar hukum, pejabat-pejabat terkait pada

nsi pemerintah, swasta, dan para professional yang berkait langsung

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatit normatif berdasarkan
tinjouan pustaka yang disusun untuk memperoleh kesimpulan
yang bersifat umum atas pembahasan yang telah dilakukan,
Teknik Pengumpulan Data

- Studi Dokumen

Studi  dokumen dilakukan terhadap data  sekunder untuk
mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-
~ tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam

 bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.



Wawancara

Adapun wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer,

dengan terlebih  dahuly menyiapkan  pedoman  dan  konsep

wawancara yang disiapkan kepada pihak-pihak terkait.

Penelitian bahan-bahan hukum sekunder akan dilakukan pada

beberapa perpustakaan di Bandung dan Jakarta, diantaranya :

1

Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD, Perpustakaan Pascasarjana
UNPAD, dan Perpustakaan Pusat UNPAD di Bandung.

Perpustakaan Fakultas Hukum Ul di Jakarta.

Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fak. Hukum UI di
Jakarta

Perpustakaan Bank Indonesia di Jakarta

Perpustakaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta

Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer dilakukan

penelitian lapangan di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri & Bank Danamon.

Dalam rangka menganalis data dan menarik kesimpulan dari hasil

penelitian, kedua bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder

dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutny

a disajikan dalum

bentuk diskriptif analitis.
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PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN

A. Pengertian Merger Perusahaan

Rencana merger yang digulirkan pemerintah telah dijadikan
fenomena baru dalam perkembangan pertankan pada beberapa tahun
terakhir dan mungkin juga dalam perkembangan selanjutnya, sebagai
contoh telah terjadinya merger pada bank Danamon dan konsolidasi
beberapa bank-bank BUMN menjadi Bank Mandiri serta bank swasta
lainnya. Bank-bank yang akan bergabung tidak hanya bank-bank BUMN,
nota bene termasuk bank-bank yang terdapat saham pemerintah karena
proses restrukturisasi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional saja,
namun juga bank-bank swasta nasionzl yang masih dalam satu
kelompok bisnis maupun yang berasal dari kelompok bisnis lain.

Merger dunia perbankan, yaitu merger antara bank Danamon dan

Bank Duta serta beberapa bank-bank lainnya yang ikut

setelah bergabung. Peristiwa merger ini mengakibatkan Bank

Danamon memiliki ukuran yang makin besar yaitu asset yang

16
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;al da
berasal dari seluruh bank yang bergabung. Pemegang saham atau

pemilik Bank Duta dan bank-bank lainnya yang Ikut bergabung akan
tetap memiliki saham perusahaan hasll merger (Danamon) melalul
pertukaran atau penggantian saham, kecuall bila saham tersebut dijual.
Penentuan besarnya nilai pertukaran atay penggantian saham (ration
tukar) tersebut dilakukan melalu negoslasi kedua belak plhak. Blla
saham-saham tersebut dijual-belikan di pasar modal, maka harga yang
disepakati didasarkan pada harga pasar masing-masing saham.

Pada tahun 1998, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya,
Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan
Indonesia bergabung dengan cara konsolidasi menjadi bank Mandiri.
Pemerintah mengambil kebijakan Ini dalam rangka efisiensi dan
peningkatan daya saing bank pemerintah dalam industri perbankan
nasional,

Pada tanggal 22 Nopember 2001, pemerintah melalul Komite
Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) telah merekomendasikan bahwa
sebagail bagian dari upaya penyehatan perbankan, bank-bank di bawah
pengelolaan BPPN yaitu :  Bank Bali, Universal, Patriot, Bank Prima
Express dan Bank Artamedia telah melakukan penggabungan, Pada
tahun 2002, penggabungan kelima bank swasta tersebut dilakukan dan
bank yang masih dipertahankan adalah Bank Bali, dengan pertimbangan

secara ekonomi, flnanclal, dan sumber daya leblh kuat dibanding dengan
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ke-empat bank lainnya. Dalam perkembangannya, nama bank hasi

penggabungan tersebut menjadi bank Permata yang dimaksudkan untuk
membangun image.**

Pengertian merger perusahaan adalah bergabungnya dua atau
lebih badan usaha menjadi satu badan usaha, yang dikenal dengan istilah
merger, konsolidasi dan akuisisi. Pada penggabungan usaha dengan cara
merger adalah bergabungnya dua atau lebih badan usaha dengan
mempertahankan satu nama usaha dan badan usaha lainnya dibubarkan,
pada penggabungan usaha dengan cara konsolidasi adalah bergabungnya
dua atau lebih badan usaha dengan cara melebur lalu mendirikan satu
nama badan usaha baru, sedangkan penggabungan dengan cara akuisisi
adalah berbeda halnya dengan merger dan konsolidasi, pada akuisisi
bergabungnya dua atau lebih badan usaha dengan cara mengambil alin
badan usaha yang diambil alih dan dengan demikian pengendalian usaha
berada pada badan usaha yang mengambil alih.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perbedaan antara merger,
konsolidasi dan akuisisi badan usaha adalah sebagai berikut:

a. Pada merger masih dipertahankan salah satu badan usaha yang ada,
pada konsolidasi semua badan usaha yang ada dibubarkan dan
didirikan badan usaha baru, sedangkan pada akuisisi badan usaha

mengambil alih badan usaha lain dan berada pada pengendaliannya.

Persaingan Usaha. Tersedia pula di

{ S Pengawas =
Komis g g Desember 2004,

10/ www. kppu.go.id. Akses terakhir tanagal
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b. Pada merger hanya diperiukan pengubahan Anggaran Dasar bank
yang masih ada, Jadi hanya memerlukan persetujuan  Menterl
Kehakiman, pada konsolidasi dilakukan pembuatan akta pendirian
bary yang memeriukan pengesahan Menterl Kehakiman, sedangkan

pada akuisisi tidak perlu melakukan pengubahan Anggaran Dasar darl

badan usaha yang mengambil alih.,

Menurut Abdulkadir Muhamad dari segl hukum perusahaan: >

‘Merger merupakan pembelian dan karenanya pengalihan harta
wekayaan termasuk juga saham perseroan yang menggabungkan
diri. Saham perseroan yang menggabungkan diri dihllangkan
identitasnya dan digantikan oleh saham perseroan yang masih
ada. Tetap: pada konsolidasi , semua harta kekayaan termasuk
juga saham perseroan yang bergabung dibeli oleh perseroan yang
bary didirkan dan diganti dengan (dentitas perseroan baru.
Pendirian perseroan yang baru bersamaan dengan pembelian dan
pengalihan seluruh harta kekayaan perseroan yang lama yang
melebur menjadi perseroan baru melalui akta pendiriannya.”

* abdulkadir Muhammad, Hukurm Perseroan Indonesia, cet 1, Citra
Aditya Bakti, Bandung 1996, him. 86.
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M .
erger adalah absorbs/ suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya.
Perusahaan pengambil alih (the acquiring firm) tetap memakal nama dan

\dentitasnya. Setelah merger terjad, maka perusahaan yang diambil alih

ltu berhenti eksistensinya sebagal business entity yang mandirl.

Sedangkan pada konsolidasi yang terjadi adalah terbentuknya

perusahaan yang baru sama sekall. Dalam konsolidasi, balk perusahaan
yang mengambll alih maupun yang diambilalib berakhir eksistensinya dan
menjadi bagian dari perusahaan yang baru itu. Pada konsolidasi tidak
diperscalkan secara spesifik siapa yang mendapatkan slapa. Dengan
demikian perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dapat dihindarkan,

Pada merger, konsolidasi dan akuisisi, yang terjadi adalah suatu
perusahaan mengambilalih semua aktiva (assets) dan semua pasiva
(liabilities) dari perusahaan lain. Dengan demikian dalam merger,
konsolidasi dan akuisisi akan dihasilkan suatu kombinasi baik aktiva
maupun pasiva dari perusahaan yang mengambilalih dan perusahaan
yang diambilalih.

Jika dilihat dari segi jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang

melakukan merger, maka merger dapat dibagl ke dalam empat kategori

jenis merger yaitu :**

1. Merger Horizontal

—srrang  Meral itra Aditya Baktl: Bandung,
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Merger Horizontal adalah merupakan merger di antara dua atau
lebih perusahaan dimana Seémua perusahaan tersebut bergerak

pada bidang bisnis (line of business) yang sama. Contohnya

merger Bank Danamon.

. Merger Vertikal

Merger Vertikal adalah merger diantara dua atau lebih

perusahaan dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier
bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis mereka merupakan
hubungan producer-supplier. Contohnya merger Du Pond
dengan perusahaan minyak bumi Conoco

. Merger Kon-generik

Merger Kon-Generik yaitu dimana perusahaan-perusahaan yang
bergabung saling berhubungan satu sama lan, tetapi belum
dapat dikatakan sebagal produsen terhadap produk yang sama
(horizontal), dan bukan juga hubungan antara producer-
supplier (vertikal). Contohnya Backe & Company dengar.
perusahan asuransi Prudential.

. Merger Konglomerat

Konglomerat merger merupakan merger antara dua
perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak. punya
keterikatan bidang usaha satu sama lain. Contohnya merger

perusahaan minyak dan gas bumi Mobll Oll dengan perusahaan

Montgemery Ward.
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Menurut Muhamad Djumhang -

“Congl

saling or;e::f)eu merger, yang terjadi bila perusahaan yang
produksinya tidrk terseput Merupakan perusahaan yang
Sebelumnza ju;a tt:)izral?(alttan' Disamping itu di antara mereka
fungsional”, 32 erdapat hubungan ekonomi secara

Merger bank atau badan usaha adalah usaha atau pembesaran
perusahaan melalui pemilikan atay penyatuan beberapa perusahaan ke
dalam satu pemilikan. Praktek penggabungan badan usaha ini banyak
dilakukan dalam dunia bisnis dan lebih menonjol lagi setelah pasar modal
di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1987. Tentu saja merger
badan usaha dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara ekonomi
menjadi lebih efisien dan menguntungkan.

Menurut Mas’ud Machfoedz ada beberapa alasan perlunya
penggabungan badan usaha yaitu: *?

(a) Pemanfaatan aset yang lebih efisien dalam satu kesatuan
perusahaan. Sebagai contoh, apabila PKBI bergabung menjadi satu
dengan Kanindotex secara ekonomis pemanfaatan mesin tenun lebih
efisien karena economic scale dapat ditingkatkan;

(b) Integrasi usaha, dengan pengusaaan atau penggabungan badan
usaha yang segaris biaya produksi menjadi murah. Sebagai contoh,
apabila Indofood bergabung menjadi satu dengan Bogasari, maka

kesulitan perolehan bahan baku Mie Instant dapat dihindari;

* Muhamad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, cet 11, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 156.
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Profesional
(c) 'Sme manajemen, dengan penggabungan badan usaha
diharapkan ma
’ MK menarik imanajemen yang profesional, Sebagal

contoh,
penguasaan Bank Papan Se,ahtera oleh Hasjim Group.

(d) Sinergi finansial dan ekonomi, apabila perusahaan yang merugl

bergabung dengan perusahaan yang memperoleh laba, maka
perusahaan yang rugi akan menampakkan performance yang balk
dan perusahaan yang memperoleh laba akan berkurang pajaknya
karena dikurangl oleh perusahaan yang bergabung. Sebagal contoh,
penggabungan Toko Gunung Agung dan Multi Gunung Agung pada
tahun 1988.

Penggabungan usaha selain merger, ada konsolidasi dan akuisisl.
Penggabungan perusahaan dalam bahasa Inggris disebut merger,
sedangkan peleburan perusahaan disebut consolidation, pada pengambil
alilhan perusahaan disebut acquisition. Ketiga istilah  tersebut
mengandung makna penyatuan dua perseroan atau lebih. Dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas istilah
penggabungan digunakan untuk merger, peleburan untuk konsolidasi dan
mengambil alih digunakan akuisisi, Istilah merger, konsolidasi dan
akuisisi dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun

1998 tentang Perbankan (Undang-undang perbankan).

e —— —— =

= = a7
% andulkadir Muhammad, 0p. cit,, him, 87,



Secara §
pesifik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak

berikan defl
mem efinisi atau penjelasan tentang Istilah penggabungan,

peleburan dan pengambil alihan, Namun bila ditelaah dalam Undang-

undang Perbankan, dalam penjelasannya disebutkan bahwa merger

adalah penggabungan darl dua bank atau lebin dengan cara tetap

mempertahankan berdirinya salah satu pank dan melikuidasi bank-bank

lainnya, konsolidasi adalah penggabungan darl dua bank atau lebih

dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada,
sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikian suatu Bank
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.

Dewasa Ini merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum sudah
masuk pada babak baru. Semula merger hanya dilakukan atas dasar
kebutuhan survival atau sekadar menyelamatkan dirl, yang umumnya
terjadi pada kasus spesifik bank-bank kecil bermasalah, Dalam
perkembangannya, merger, konsolidasl dan akuisisi pada bank umum
sudah menjadi kebutuhan yang universal, Bukan hanya diperlukan oleh
bank kecll, merger, konsolidasi atau akuisisl juga dibutuhkan pada bank-
bank besar yang schat.

Kiat merger, konsolidasi dan akulsls lembaga perbankan dianggap
sebagal langkah strategis yang diperlukan untuk mempercepat akselerasi

pertumbuhan  bank-bank. Hal 0l dapat dilinat pada peristiwa

pengaabungan aset dua bank besar, maka bank baru tersebut akan
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berpotensi untuk menjadi lebih efisien dengan jaringan yang makin luas

sehingga dihasilkan peluang perolehan laba yang lebih besar,

B. Perjanjian Merger Perusahaan

Sebagal telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merger dilihat

substansinya merupakan perjanjian, yang mana — g
merupakan perjanjlan baru yang timbul dalam praktek, oleh karena ” e

ketentuan-ketentuan hukum tentang perfanjian yang diatur dalam Buku

111 KUHPerdata tetap berlaku. Dasar hukum berlakunya perjanjian

merger lalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menganut
asas kebebasan berkontrak.

Dalam hal ini, perjanjian merger juga merupakan perjanjian tidak
bernama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang
berbunyl: “Semua perjanjian, balk yang mempunyal suatu nama khusus,
maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum.” Pada perjanjian merger tetap harus tunduk
pada ketentuan-ketentuan KUHPerdata . Kemudian dalam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD) tidak terdapat pengaturan mengenal
merger dalam Bab [11 Pasal 36-Pasal 56 tentang Persercan Terbatas.

Merger secara prosedural tunduk pada Undang-undang Perseroan
Terbatas (UUPT), Undang-undang perbankan dan Undang-undang Pasar

Modal (UUPM). Namun, oleh karena peraturan perundangsUncRgE

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, SK
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Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/Dir 1999 Tentang Persyarst =

dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisl Bank Umum, serta
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/ PM/ 1997

Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik

atau Emiten.

Secara garis besar hal-hal yang diatur dalam perjanjian merger,
meliput! .

1. Kesepakatan para pihak untuk melakukan merger.

2. Maksud dan tujuan merger.

3. Tata cara merger.

4. Pengalihan aktivitas usaha, aktiva, passiva dan karyawan bank
serta peserta merger.

5. Komposisi modal bank sebelurn dan sesudah merger.

6. Komposisi Komisaris, Direksi, dan sebagainya.

7. Penyelesaian terhadap para kreditur dan gugatan/ tuntutan
pihak ketiga oleh bank hasil merger.

8. Pernyataan dan jaminan dari bank peserta merger.

C. Pengaturan Merger Perusahaan

Dalam perspektif hukum, merger usaha pada perbankan di

Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Tindakan merger bank

umum tdak safa dibenarkan oleh hukum, tetapl juga sebagal fasllitas

atau pedoman dalam pengambilan langkah penggabungan. Hal ini diatur

-



cecara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

perseroan Terbatas maupun secara Kkhusus dalam Undang-undang

perbankan yang selanjutnya dituangkan dalam aturan pelaksanaannya
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992
rentang Bank Umum serta Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Secara khusus juga bahwa pelaksanaan merger diatur dalam
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentangd
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-undang Perseroan Terbatas.

Selain ketentuan di atas, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat
dilepaskan begitu saja sebagai penunjang atau penyanggah pelaksanaan
mergerr dan konsolidasi bank umum terutama yang berkaitan dengan
Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan Keputusan-keputusan Ketua Bapepam yang terdiri dari:

1. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 84/PM/1996 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu ;

2. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 85/PM/1996 tentang Penawaran
Tender dan Pedoman Tentang Bentuk dan Isi persyaratan Perusahaan

Sasaran dan Pihak Lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender;
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3. Keputusan Ketua Bapepam No Kep

86/PM/1996 tentang
Keterbukaan Informasi

yang Harus Segera Diumumkan Kepada
Publik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1595 tentang Perseroan Terbatas
sebagai aturan umum, mengatur aturan merger dan konsolidasi dalam
satu bab tersendiri bersamaan juga dengan akuisisi. Hal itu diatur dalam
Bab IV tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebanyak

9 pasal yang terdiri dari Pasal 102 sampal dengan Pasal 109,

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995,
Undang-undang Perbankan telah terlebih dahulu mengatur guna
mengantisipasi mengenai tindakan hukum merger, konsolidasl dan akulsi
bank, namun hanya dalam satu pasal yaltu Pasal 28 yang kemudian
diamanatkan untuk diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah,
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
1992 tentang Bank Umum mengatur masalah merger, konsolidasi dan
akuisisi dalam satu bab tertentu yaitu pada Bab 111 dengan jumlah pasal
sebanyak 6 pasal mulai dari Pasal 15 sampal Pasal 20.

Lebih teknis lagi mengenal merger, konsolidasi dan akylslsl bank

umum, diatur dalam Peraturan Menterl Keuangan Republik Indonesia
'

Nomor 222/KMK.017/1993 tentang persyaratan dan Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akulsisl Bank. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1998, secara prinsipll merger L Ll

dilakukan dengan asas: “hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan
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kepentingan pPerseroan,

em |
Peémegang saham Mminoritas, dan karyawan

roan
persero yang bersangkutan serta k@pentingan masyarakat dan

persaingan sehat dalam melakukan ysaha #

Dala .
m Undang-undang Nomor 1 Tahyn 1995 tidak disebutkan

definisi - atau  penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Dari Pasal 1 Undang
dang No :

undang Nomor 1 Tahun 1995 yang memberikan penjelasan mengenal

peristilahan maupun Penjelasan Pasal 102 sampai Pasal 109 dari Undang-

undang tersebut, tidak dijumpai definisi dari apa yang dimaksud dengan

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Tidak demikian dengan Undang-undang Perbankan yang di dalam
penjelasan Pasal 28 ayat (1) dijelaskan definisi tentang merger,
konsolidasi dan akuisisi sebagai berikut:

"Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua

bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya

salah satu bank dan melikuidasi bank-bank fainnya. Konsolidasi

(peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih
dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank

yang ada. Akuisisi adalah pengembilalihan kepemilikan suatu
bank."**

o4 smerintah  Nomor 27 Tahun 1998 Tentang
Pasal 4 Peraturan Pemerinta :
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Parseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik sia Nomor 3741, :

; n";‘i‘;gfs'gg ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun }992 tentang
Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia r.:muuwm_w Nun}_o; :1)1,
Tﬁf‘-"ltl&.‘mnl!.pmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472, Ps.
0a A \
<o ayat (1)
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Ketentuan Pasal
107 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas

menentukan bahwa dalam ha| terjadi merger dan konsolidasi, maka
perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.
Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa pembubaran
perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) itu dapat
dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan likuidasi atas perseroan
yang menggabungkan diri atau meleburkan diri, atau dapat pula
dilakukan tanpa terlebih dahulu dilikuidasi. Lebih lanjut dalam Peraturan
pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalinan Perseroan Terbatas, merger dan konsolidasi yang diatur
dalam peraturan tersebut adalah merger dan konsolidasi yang dilakukan
tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi,
maka merger dapat dilakukan dengan tidak perlu dilakukan pemindahan
secara yuridis atas masing-masing aktiva (aset) dari perusahaan yang
diambilalih kepada perusahaan yang mengambilalih. Pemindahan yuridis
itu terjadi dengan sendirinya secara hukum, sekaligus dan serentak

untuk semua aktiva dan pasiva dari perusahaan yang diambilalih. Dalam

hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka: 2

g tang
Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ten
. ublik Indonesia Tahun 1995 Nomor

donesia Nomor 3547.

% pasal 107 ayat (3)
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Rep
13, Tambahan Lembaran Negara Republik In



51

1. Aktiva dan pasiva Perseroan yang digabungkan atau yang
meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil
merger atau konsolidasi:

2. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang

meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil

penggabungan atau peleburan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) tersebut,
seandainya di dalam akta perjanjian merger tidak disebutkan klausul
khusus mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang
digabungkan atau yang meleburkan diri, peralihan aktiva dan pasiva
tersebut tetap terjadi demi hukum. Namun tidak ada salahnya sekalipun

mungkin ada yang menganggap berlebihan, apabila di dalam akta

perjanjian merger atau akta perjanjian konsolidasi dimuat klausul yang

Imenentukan peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan

’atau yang meleburkan diri itu. Di dalam akta perjanjian merger cukup

|
! :
| klausul tersebut dirumuskan kurang lebih sebagai berikut:"’

i “Dengan ditandatanganinya akta ini cleh pihak pertama dan pihak
' kedua maka segala hak dan kewajiban atau segala kekayaan dan
utang PT Bank B seketika itu juga diambilalih oleh dan oleh karena
itu demi hukum beralih kepada PT Bank A.”

Sedangkan pada akta perjanjian konsolidasi cukup disebutkan

suatu klausul yang lebih kurang berbunyi sebagi berikut:

7 Sutan Remi syai‘dgh‘l,‘i.arangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, Op.cit, him.7-8.
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SRR tanpa  didahulul dengan  [ikuibRcilaTG
mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih secara hukum kepada bank
hasil merger atau konsolidasi tetap masih menguntungkan. Menurut
Muchyar Yara, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: *

1. Adanya keyakinan bahwa tunggakan kewajiban-kewajiban yang
dikemukakan oleh bank-bank yang akan melakukan merger sungguh-
sungguh menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

2. Adanya pernyataan dari para pemegang saham bank-bank yang akan
melaksanakan merger untuk menanggung secara renteng pelunasan
segala  kewajiban-kewajiban  yang tertunggak yang tidak
dikemukakan sebelumnya sehingga pelaksanaan merger telah terjadi.

Menurut Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas,
apabila suatu perseroan ingin melakukan merger, rencana merger
tersebut harus dituangkan dalam Rancangan Merger" yang “disusun

eroan-perseroan yang akan melakukan

bersama oleh direksi dari pe

itent inj m FPasal 102 (2) bahwa
merger tersebut. Ditentukdr utnya dala

me sekurang-kurangnya hal-hal
Rancangan )emuat g

sebagai be

2 Usaha) Menurut Undang-undang
Nadhilah Ceria Indonesia,

PRI s :

Muchyar Yara, MErg=t 1
Perseroan Terbatas NOMOP 2 OH KRS EEuum
Jakarta, 1995, him. 155-156
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/

Alasan serta penje
pPenjelasan maslng-maslng Direksi perseroan yang akan

c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan

melakukan merger atau konsolidasi terhadap perseroan hasil merger
atau konsolidasi;

. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil merger apabila
ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil konsolidasi;
e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir

dari semua perseroan yang akan melakukan merger atau konsolidasi;

f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing

perseroan.

D. Merger Dihubungkan Dengan Kekuatan Pangsa Pasar

Dalam perekonomian terbuka, jika terdapat sedikit perusahaan
yang melayani pasar, slake akan terjadi pasar monopoli atau oligopoli.
Hal ini disebabkan karena adanya kolusi antara perusahaan satu dan

perusahaan lainnya dalam penetapan harga dan jumlah barang yang

diproduksi guna memperoleh laba maksimum. Akibatnya, kesejahteraan

masyarakat menurun.”’

S L Monc sli di Indonesia, Business
Pemikiran Pengamat, Frarterx e

vews, 5 Agustus 2004.
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Di lain sisi, banyak pihak berpendapat bahwa persaingan
sempurna merupakan bentuk ideal dalam struktur pasar karena
fungsi pasar adalah untuk mewujudkan efisiensi produksi dan

alokasi yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan

masyarakat. Namun dalam prakteknya, persaingan sempurna sulit

direalisir karena adanya penyimpangan dari kondisi ideal itu
(Pareto-optimum) akibat adanya kelompok yang menguasai pasar
(market power). Kelompok ini akan mengurangi pendapatan
konsumen (consumer surplus) karena sebagian pendapatannya
dialihkan ke produsen, serta sebagian lagi hilang entah kemana.
Untuk melindungi pasar dari kekuasaan kelompok,
pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meminta
haknya untuk melaksanakan hak monopoli. Alasannya, hak ini
sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (2) yang menyatakan
bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleb negara. Cabang-

cabang produksi dalam pengertian Pasal 33 ayat (2) itu adalah:

jasa kereta api, listrik, telekomunikasi, air minum, dan sejenisnya.

berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam
mnya dikuasai oleh negara dan
a kemakmuran rakyat. Menurut

sepanjang untuk kepentingan

@cara rinci, cabang-cabang
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produksi apa saja yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak.

Di lain pihak, pemerintah memberlakukan UU. No. 5 tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat pada tahun 1999 sehingga berbagai ketentuan dan
perundang-undangan yang terkait dengan UU itu harus
disesuaikan. Disahkannya UU ini membuktikan komitmen kuat
pemerintah untuk meletakkan landasan hukum guna menciptakan
lingkungan usaha yang kompetitif untuk semua bidang usaha. UU
ini mencerminkan tentang kesadaran pemerintah guna menjaga
kestabilan makro ekonomi dan propersaingan serta pengembangan
sumberdaya manusia. Upaya-upaya ini merupakan prasyarat
penting untuk meningkatkan perekonomian nasional agar lebih
efisien, dinamis dan berdaya saing.

Pertimbangan pembuatan UU Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat dibuktikan dengan pengalaman negara lain
yang telah mengundangkannya terlebih dahulu.

Asalnya, monopoli merugikan dunia usaha den masyarakat,

namun monopoli bisa menguntungkan konsumen pula jika produk-

produk yang dihasilkannya ingan rakyat banyak. Di

sini, kegiatan produsen d pasar tidak
dilakukan dengan lemb:

Seécara individu sehingga



56

persaingan sehat,

Pemerintah pun memiliki kewenangan untuk mengatur

pasokan barang dan jasa sekaligus penetapan harga yang
dihasilkan produsen. Artinya, pemerintah dapat menentukan harga
maksimum dari barang yang dihasilkannya itu, namun pemerintah
wajib pula melindungi rakyat menghadapi harga yang tinggi dan
pasokan barang yang terbatas. Dalam hubungan ini, pemerintah
berkewajiban mensejahterakan rakyatnya (social welfare) sehingga
praktek monopoli yang merugikan masyarakat harus diawasi
seperti yang terjadi pada perusahaan air minum dan listrik yang
dikelola.

Dengan demikian, pasar persaingan sempurna merupakan
pilihan terbaik. Namun, untuk menjaga agar mekanisme pasar
berjalan dan memberikan manfaat kepada semua pihak, maka
diperlukan pengawasan ketat dengan melibatkan pesaing bebas
agar tidak terjadi praktek monopoli. Dalam kaitan ini, pemerintah
membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada
tanggal 7 Juni 2000 guna memeriksa berbagai pihak yang diduga

melanggar UU Anti Monopoli. Serta memberi putusan mengikat

dan men; terhadap pelanggar. Bidang

telekomi pos, peternakan dan

jaminan , Strategls yang dikaji

KPPU.
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Pengalaman menunjukkan bahwa praktek monopoli sangat

merugikan, bukan hanya untuk produsen tetapi juga konsumen

seperti yang terjadi pada monopoli perdagangan jeruk di

Kalimantan Barat dan cengkeh di Sulawesi Utara sekitar due
dekade yang lalu. Saat btu, pemerintah daerah (dengan tekanan
pusat) melakukan intervensi pasar guna memberikan hak
monopoli perdagangan jeruk dan cengkeh kepada perusahaan
tertentu. Akibatnya, usaha perkebunan jeruk ditinggalkan
pemiliknya karena merugi terus sehingga jeruk Pontianak hilang
dari pasaran. Demikian pula hal yang sama terjadi pada
komoditas cengkeh di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, monopoli
sangat rnerugikan produsen sekaligus konsumen, sementara yang
diuntungkan adalah pedagang atau pemburu rente Kkarena
kedekatannya dengan penguasa.

Namun demikian, pasar monopoli yang dicerminkan pangsa
pasar 4 perusahaan terbesar (Concentration Ratio atau CR41 lewat
kartel seperti tekstil (CR> 50 persen, minuman (CR4=0,81) bisa
saja harganya ditentukan mereka. Begitu pula, industri mie
instant produksi PT Indofood yang memiliki pangsa pasar 71

persen dan makanan ringan 47 persen). Di sini, meskipun

perusahaan itu besar menguasal P
monopoll dan persaingan usaha tldak senat, Fas

perusahaan itu tidak membuat pesa
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berusaha, maka perusahaan itu tidak bisg disebut penghambat

dalam usaha sejenis untyk maju, 0

Dengan demikian, mekanisme Pasar merupakan solusi

terbaik. Tetapi kepada pelaku ekonomi yang melakukan praktek

monopoli sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33, maka

pengawasan masih diperlukan. Caranya, melalui lembaga

pemerintah dan masyarakat (LSM), baik di pusat maupun daerah
untuk melakukan Pengawasan terhadap barang barang kebutuhan
pokok. Selain itu melaluj kerjasama dengan pihak kejaksaan,
kepolisian, masyarakat dan stake holder lainnya agar diperoleh hasil
yang memuaskan.¥!

Dengan kemampuan untuk menentukan harga barang dan jasa,
telah menggaris bawahi suatu ciri utama bagi memeriksa ada tidaknya
Posisi dominan. Saling keterkaitan ini semakin memperjelas pula bahwa
Keberadaan penguasaan menurunkan harga melebihi kebijakan harga
Yang umum tanpa membahayakan posisinya yang dominan di pasar,
maka dapat diduga terdapatnya pemusatan kekuatan ekonomi serta

POsisi di pasar. Alasannya adalah bahwa persaingan usaha tidak dapat

sengendaliannya terhadap pelaku usaha

23gi  memenuhi
an tersebut dapat bergerak bebas

bersangkutan, _
-




59

MEAQNAcap! pesaing lain, dan Mempunyai ruang gerak yang kurang

mampu dikendalikan oleh persaingan,

Merger adalah merupakan salah saty strategi yang dilakukan oleh
para pelaku untuk menghadapi persaingan usaha yang semakit ketat.
Pada prinsipnya terdapat 2 faktor yang pelaku usaha melakukan
penggabungan, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Beberapa
faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan merger
adalah efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar,
mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang, memperoleh
individu-individu sumber daya manusia yang profesional, membangun
kekuatan pasar (market power), membangun kekuatan monopoli,
memperluas pangsa pasar, mendiversifikasi ini produk, mempercepat
pertumbuhaan perusahaan, menstabilkan cash flow dan keuntungan.

Selain dampak positif, merger juga dapat memberikan dampak
negatif, salah satu dampak negatif dari penggabungan yang sering
terjadi pada negara transisi atau negara berkembang adalah
menciptakan atau meningkatkan posis dominan sehingga dapat
melakukan kegiatan yang dapat men-distorsi pasar.  Distorsi pasar
tersebut dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk

bagi pelaku usaha lain dalam pasar, menetapkan harga yang lebih tinggi,

pengurangs ot dan mutu produk yang lebih rendah sehingga pada

2khirnya konsumen juga diruglk
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Melihat dampak yang ditimbulkan dari SuUatu penggabungen, periu

dilakukan pengawasan agar penggabungan yang dilakukan oleh pelaku
usaha tidak mengakibatkan adanya distorsi pasar, Badan pengawas
persaingan usaha perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk menilal
apakah penggabungan tersebut dapat memberikan dampak yang positif
maupun negatif terhadap persaingan diantaranya adalah  peringkat
penguasaan pasar, berkurangnya tingkat persaingan, jumlah pesaing dan
rasio konsentrasi dalam pasar bersangkutan, ada atau tidak adanya
hambatan masuk dalam pasar bersangkutan , ketersediaan produk impor

dan substitusi, pengaruh pesaing dari pasar terdekat, efisiensi dan lain

lain.



BAB III

PENGEMBANGAN PERBANKAN MELALUI

PENGGABUNGAN USAHA

A.Tata Cara Merger Bank Umum

Kayan pelaksanaan merger di Indonesia dibagi atas dua sub
tema berdasarkan jens usaha suatu peruszhaan, yaitu perusahaan
di bicang usaha perbankan dan perusahaan non bank. Prosedur
pelaksanaan merger perusahaan Perseroan Terbatas yang bidang
usahanya non bank rarus dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintzn Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalinan Perseroan
gkan, bagi kalangan perbankan dilakukan selain
harus mengacu padza ketentuan Peraturan Pemerintzh tersebut,
juga harus ¢ aksanzkan berdasarkan Keputuszan Menteri Keuangan
Repub'i« Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang
Persyaratan dzn 723 Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

serta berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 70

Tahun 1992 tentang Sank Umum
Kedua peraturan pela«<sanaan rersebut bukan merupakan hal yang

isah satu sama lainnya. Ketentuan merger bank umum kedua

ketentuan i merupakan hukum positif yang mengikat dan sy
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mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut hemat penulis dalam

penelitian ini, Peraturen Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 merupakan
lex generalis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomo 70 Tahun 1992 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 adalah lex
spesialis pelaksanaan merger bank umum. Lebih lanjut Muchyar Yara

menyebutkan bahwa:

"Apabila tidak dipenuhinya ketentuan atau adanya pelanggaran
terhgdap ketentuan tersebut, maka perbuatan hukum merger batal
demi hukum. Karena keduanya merupakan peraturan perundang-

undangan yang mengikat secara umum bagi setiap bank yang
akan melakukan merger,"*

1. Merger Bank Umum

Merger bagi bank umum pertama kali diatur berdasarkan
ketentuan Keputusan Merteri Keuangan Republix Indonesia Nomor
278/KMK.01/1989 tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha
Bank yang kemudian dicabut sejalan dengan berlakunya Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang

Persayaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (SK

Menkeu N0.222/1993).

4 Mychyar Yara, Op.cit., him. 74
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Berdasarkan SK Menkeu N0.222/1993, semua merger di kalangan

perbankan pada prinsipnya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari

Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 SK Menkeu No. 222/1993 pemberian izin

merger dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a.

Persetujuan  Prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk

melakukan persiapan merger;

Izin Merger, yaitu izin penggabungan usaha dari dua atau lebih bank
ke dalam satu bank, serta pencabutan izin usaha bank yang
dilikuidasi.

Pelaksanaan merger bank, berdasarkan ketentuan pemberian izin

di atas dilakukan dalam lima tahap, yaitu: *

1. Tahap persiapan merger;

2. Tahap permohonan persetujuan prinsip;

3. Tahap pelaksanaan merger;

4. Tahap permohonan izin merger; serta

5. Tahap likuidasi bank yang digabungkan.

1y

Tahap Persiapan Merger

Dalam tahap ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1 Ibid, him. 76
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Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

(RULBPS) masing-masing bank yang akan melakukan merger.
Bagi bank yang digabungkan, Rapat Umum Luar Biasa itu

bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: **

1). persetujuan untuk menjual saham-saham atau untuk

melakukan merger perusahaan;

2). persetujuan pengalihan harta, hak dan kewajibannya kepada
bank yang menerima penggabungan;

3). persetujuan pengalihan semua izin, lisensi dan perjanjian-
perjanjian atau persetujuan-persetujuan kepada bank hasil
merger;

4). persetujuan penghentian semua usaha, operasi, mau-pun
kegiatan pada tanggal tertentu (biasanya pada tanggal
merger itu berlaku efektif), serta pengambilalihan usaha,
operasi dan kegiatan tersebut oleh bank penerima
penggabungan terhitung pada tanggal yang sama;

5). persetujuan pembubaran dan likuidasi, penetapan likuida-tur
dan honorariumnya, serta hal-hal lainnya sesuali dengan

pembubaran perusahaan.

42 pasal 10 huruf a Keputusan Menterl Keuangan Republik Indonesla
Nomor 222/KMK.017/1993 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger,
Konsolidasi dan Akuisi.
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Bagi bank penerima penggabungan, rapat umum luar biasa
pemegang saham bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagali
berikut:

a). persetujuan untuk membeli saham-saham atau untuk
menerima penggabungan perusahaan;

b). persetujuan penerimaan harta, hak dan kewajiban dari
bank yang digabungkan;

¢). persetujuan penerimaan semua izin, lisensi dan perjanji-an-
perjanjian atau persetujuan-persetujuan dari bank yang
digabungkan;

d). persetujuan pengambilalihan semua usaha, operasi,
maupun  kegiatan pada tanggal tertentu, serta
pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan tersebut dari
bank yang digabungkan pada tanggal yang sama;

e). persetujuan untuk membayar harga pembelian saham-
saham atau untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam
jumlah tertentu kepada pemegang saham bank yang
digabungkan, sebagai imbalan  atas penggabungan
perusahaan.

b. Penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham
bank penerima penggabungan dan bank yang digabungkan yang

bertujuan untuk:



1).

2).

3).

00

‘ 1 3
Disetujuinya rancangan akta jual bell saham atau rancangan
perjanjian merger yang sekurang-kurangnya memuat:

a). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan

melakukan merger;

b). status dari kantor-kantor bank hasil merger;

¢). pengaturan tentang pengalihan segala harta, hak,
kewajiban, serta tanggung jawab bank  yang
digabungkan kepada bank penerima merger;

d). rencana pelaksanaan merger.

Disetujuinya rancangan perubahan ketentuan Anggaran

Dasar bank hasil merger, terutama yang berkaitan dengan:

a). struktur permodalan;

b). susunan pemegang saham, jika para pemegang saham
bank yang digabungkan menerima imbalan dalam
bentuk saham pada bank penerima merger.

Disetujuinya struktur dan susunan pengurus baru bank

penerima penggabungan;

4). Disetujuinya proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi dari

bank penerima merger setelah merger dilaksanakan.

Tahap Persetujuan Prinsip Merger
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Setelah tahap persiapan merger rampung dilaksanakan, maka
direksi bank-bank yang akan merger menyampaikan permohonan
persetujuan prinsip merger bank, sesual dengan formulir yang telah
ditetapkan dengan dilampirkan keputusan-keputusan rapat umum luar
biasa para pemegang saham bank yang digabungkan dan penerima
penggabungan sebagai mana pada tahap persiapan di atas. "Permohonan
untuk memperoleh persetujuan prinsip diajukan oleh direksi-direksi
bank-bank yang akan melakukan merger ditujukan kepada Menteri
Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.”*?

Berbeda dengan SK Menkeu No. 278/1989 terdahulu, yang
menetapkan bahwa putusan Menteri Keuangan atas permohonan merger
bank diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah
diterimanya permohonan izin merger, SK Menkeu No. 222/1993 tidak
menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan
persetujuan prinsip merger bank yang telah diajukan. Selain itu dasar
pertimbangan apa Yyang dipergunakan untuk menetapkan bahwa
persetujuan prinsip merger bank yang diajukan kepadanya akan diterima
atau ditolak. Namun dalam Pasal 2 SK Menkeu No. 222/1993 hanya

disebutkan bahwa Menteri Keuangan akan terlebih dulu mendengar

pertimbangan dari Bank Indonesia.

3 Ibid, Pasal 8.
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Tidak dlcantumkannya batas waktu pemberian persetujuan

tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Menteri

Keuangan agar dapat mengeluarkan persetujuan tersebut dalam waktu
yang leblh cepat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa jumlah bank di
Indonesia dari waktu ke waktu pertambahannya semakin meningkat.

selain itu menurut Muchyar Yara, “pemerintah justru menghendaki

jumlah bank yang tidak terlalu banyak, tetapi terdiri dari yang besar,

kuat dan sehat.”*

<) Tahap Pelaksanaan Merger
Setelah diterimanya persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan,

maka pelaksanaan merger dimulai yang meliputi kegiatan sebagai
berikut: 4
a. Pengesahan dan penandatanganan akta jual-beli saham atau

perjanjian merger yang sekurang-kurangnya memuat:

1). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan

merger;
2). status dari kantor-kantor bank hasil merger.

b. Penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham

* Muchyar Yara, Op. cit., him. 80.

45 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau
penyampalan laporan akta penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar
perseroan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan

rapat umum pemegang saham.
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pank hastt merger dan ba
e nkoyi
anke yang  digabunglkan, yang  ditujukan
untuk
1), mensahkan perubah
| ahan ketentuan Anggaran Dasar bank  hasll
merger, terutama yang berkaltan dengan ¢
a). struktur permodalang
LY. susunan  pemegang  soham, fika para pemogang sahaim
bank yang digabungkan menetima imbalan dalam bentuk
saham pada bank hasil merger;

¢). struktur dan susunan penguris baru banlk hasih merger,

ro
—

Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugl darl bank hasll

merger,

3). Penandatanganan petjanjlan-perjanjlan atau dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan pengalihan harta, kewafiban, tanggund
jawab, 1zin, lisensl  don hal-hal Tain darl bank yang akan
digabungkan kepada bank hasil merger.

4). Pengajuan permohonan oleh direkst bank penerimamerges

kepada Menterl Kehakiman Republik Indonesia untuk — menye

tujul  Anggaran Dasar  bank hasil - mergel sesual  dengan

keputusan rapat umum pemegang saham."

‘% pasal 16 ayat (1) peraturan Pemerintoh Nomot 27 Tahun 1994,
persetujuan Menterl Kehakiman diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari setelah permohonan diterima,
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4, Tahap lzin Merger

Setelah diterimanya persetujuan atau pengesahan dari Menteri
Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar bank hasil merger, maka
direksi bank-bank yang melakukan merger secara bersama
menyampaikan permohonan izin merger dengan menggunakan formulir
yang telah ditentukan. Permohonan ini disampaikan ke alamat yang
sama sebagaimana ketika menyampaikan persetujuan prinsip merger.

Dalam permohonan izin merger ini dilampirkan akta perubahan
Anggaran Dasar bank hasil merger yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman, akta jual beli saham bank yang melakukan merger dan akta
perjanjian merger serta neraca perhitungan laba/rugi bank hasil merger.

Setelah didengarkannya pertimbangan dari Bank Indonesia, dan
pelaksanaan merger telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,
maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan izin merger yang artinya:

a. merger yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan mulai berlaku

sah dan efektif; serta
b. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin merger, maka izin usaha
perbankan bagi bank yang digabungkan telah dicabut, dan bank yang

digabungkan itu harus segera menghentikan operasi  dan

kegiatannya.



71

Menurut Pasal
108 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas: “Direksi
. |

bank hasil merger waijib

engumumkan hasi
meng sil penggabungan dalam dua surat kabar harian paling

bat 30 (ti i
lam (tiga puluh) hari terhitung sejak merger bank selesai
dllakukan- na7

5. Tahap Likuidasi Bank yang Digabungkan

Pada pelaksanaan tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. Proses likuidasi bank yang digabungkan dilaksanakan dengan diikuti
Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham untuk menerima
laporan dan pertanggungjawaban likuidatur ~mengenai segala
tindakannya yang telah dilakukan dalam menunaikan tugasnya,
kemudian likuidatur dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung
jawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka
pelaksanaan likuidasi;

b. Penyampaian laporan tentang selesainya proses likuidasi bank yang
digabungkan oleh direksi bank hasil merger kepada Menteri

Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Kehakiman, serta

sekaligus meminta Menteri Kehakiman untuk mencoret nama bank

e —————————

47 pasal 108 ayat (7) undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.



72

yang digabungkan dari daftar perseroan terbatas yang ada di

Departemen Kehakiman.

2. Prosedur Konsolidasi Bank Umum
Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, apabila bank akan melakukan
konsolidasi, rencana konsolidasi yang akan dilakukan harus dituangkan
dalam Rancangan Konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi dari
bank-bank yang akan melakukan konsolidasi. Rancangan Konsolidasi
tersebut sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
a. nama bank atau perseroan yang akan melakukan konsolidasi;
b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan
melakukan konsolidasi dan persyaratan konsolidasi;
c. tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan
melakukan konsolidasl terhadap saham bank hasil konsolidasi;
d. rancangan Akta pendirian bank atau perseroan baru hasil konsolidasi;
e. neraca perhitungan laba/rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun terakhir
dari semua bank yang akan melakukar konsolidasi;

f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing

bank.
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seperti halnya pemberian izin dalam rnelaksanakan merger bank,
konsolidasi bank pemberian izinnya juga dilakukan dalam 2 (dua) tahap
yaitu:

.. persetujuan  Prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk
melakukan persiapan konsolidasi;

b. Izin Konsolidasi dan Izin Usaha bagi bank hasil konsolidasi serta
pencabutan izin usaha bank yang dikonsolidasikan.

Pelaksanaan konsolidasi bank, berdasarkan ketentuan pemberian
izin di atas dilakukan delam lima tahap seperti juga halnya dalam merger
bank, yaitu:

1. Tahap persiapan konsolidasi;
2. Tahap permohonan persetujuan prinsip;
3. Tahap pelaksanaan konsolidasi;

4. Tahap permohonan 7in konsolidasi dan izin usaha; serta

5. Tahap pencabutan i-in usaha bank yang dikonsolidasikan.

Tahap Persiapan Konsolidasi

—

Dalam melakukan persiapan konsolidasi masing-masing bank harus

menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang

ditujukan untuk menghasilkan:

a. persetujuan untuk melakukan konsolidasi perusahaan;
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b. persetujuan pengalihan harta, hak dan kewajibannya kepada bank
hasil konsolidasi:
c. persetujuan pengalihan semua izin

lisensi dan perjanjlan-perfanjlan

atau persetujuan-persetujuan kepada bank hasil konsolidasi:

d. persetujuan penghentian semua usaha, operasi, maupun kegiatan

pada tanggal tertentu (biasanya pada tanggal konsolidasi itu berlaku

efektif);

L

persetujuan pembubaran dan likuidasi.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyelenggaraan rapat umum
(gabungan) para pemegang saham bank-bank yang akan melakukan
konsolidasi yang bertujuan untuk:

a. menyetujui rancangan akta atau rancangan perjanjian konsolidasi
yang sekurang-kurangnya memuat:

1. penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan
konsolidasi;

2. status dari kantor-kantor bank hasil konsolidasi;

3. pengaturan tentang pengalihan segala harta, hak, kewajiban,
serta tanggung jawab bank yang akan dikonsolidasikan kepada
bank hasil konsolidasi;

4. rencana pelaksanaan konsolidasi.

b. menyetujui rancangan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi,

terutama yang berkaitan dengan:
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1). struktur permodalan;
2). susunan pemegang saham;

c. menyetujui struktur dan susunan pengurus baru bank hasil

konsolidasi;

d. menyetujui proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank

hasil konsolidasi.

2, Tahap Permohonan Persetujuan Prinsip

Setelah tahap persiapan konsolidasi selesai dilaksanakan, maka
direksi bank-bank yang akan melakukan konsolidasi menyampaikan
permohonan persetujuan prinsip konsolidasi bank kepada Menteri
Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia, sesuai dengan
formulir yang telah ditetapkan dengan dilampirkan keputusan-keputusan
rapat umum luar biasa para pemegang saham bank yéng akan

konsolidasi sebagaimana pada tahap persiapan di atas.

SK Menkeu NoO. 222/1993 tidak menjelaskan berapa lama waktu
yang dibutuhkan untuk mengeluarkan persetujuan prinsip konsolidasi
bank yang telah diajukan. Selain itu, dasar pertimbangan yang
dipergunakan untuk menetapkan bahwa persetujuan prinsip konsolidasi
bank yang diajukan kepadanya akan diterima atau ditolak berdasarkan

pertimbangan dari Bank Indonesia.
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permononan persetujuan prinsip tersebut disampalkan ke alamat
mmrat perpankan dan Usaha Jasa Pemblayaan Direktorat Jenderal
Lembag? Keuangan, J. Dr. Wahidin Nomor 1 Gedung A Jakarta Pusat
10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada hari yang sama
kepada Bank Indonesia melalul alamat Kantor Pusat Bank Indonesia Jl.

MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010.

3. Tahap pelaksanaan Konsolidasi

Setelah diterimanya persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan,

maka dimulailah pelaksanaan konsolidasi yang meliputi kegiatan sebagal

berikut:

1) pPengesanan dan penandatanganan perjanjian konsolidasi yang

sekurang-kurangnya muatannya sebagai berikut:

a). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan

konsolida5| ¥

b). status dari yantor-kantor pank hasil Konsolidasl.

2) Penyelenggal'aan rapat umum (gabungan) para pemegang saham

pank hasi! konsolidas! yang ditujukan untuk:

etentuan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi,

a)- pengesahan 3
rerutama yang perkaitan dengan :
struktur permodalan;

gusunan pemegang saham;
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truktur dan
s dan susunan pengurus baru bank hasil konsolidasi

o). pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank hasil

konsolidasl.

3) Penandatanganan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang

perkenaan dengan pengalihan harta, kewajiban, tanggung jawab, izin,

lisensi dan hal-hal lain dari bank yang akan dikonsolidasikan kepada

bank hasil konsolidasi.

4) Pengajuan permohonan oleh direksl bank penerima konsolidasi
kepada Menterl Kehakiman Republik Indonesia untuk persetujuan
Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi sesuai dengan keputusan rapat
umum pemegang saham dengan melampirkan Akta atau Perjanjian

Konsolidasi.™®

4. Tahap Permohonan [zin Konsolidasi dan Izin Usaha

Setelah diterimany? persetujuan atau pengesahan dari Menteri

Kehakiman tentang Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi, maka direksi

bank-bank yang dikonsolidasikan, permohonan izin konsolidasi dan izin

usaha disampaikan dengan formulir yang telah ditentukan. permohonan

an kerentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor

* perdasark gesahan Anggaran Dasar bank hasil konsolidas!

nan pen
2‘7“1";!'\(\;: ‘ﬁfmpi:gg:: wai?tu paling lambat 14 harl sejak keputusan rapat

an mendaftarkan dalam Daftar perusahaan serta
muxm:g:n%af:,: 'rar?\bahan Berita Negard Republik Indonesia setelah

mendapat pengesahan menteri.
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ini  disampaik
ini paikan ke alamat yang sama sebagaimana ketika
menyampaikan persetujuan prinsip konsolidasi

Berda
sarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No.

222/KMK.017/1993, dalam pengajuan permohonan izin konsolidasi perlu
dilampirkan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi yang telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman, surat perjanjian konsolidasi serta neraca
perhitungan laba/rugi bank hasil konsolidasi.

Setelah didapat pertimbangan dari Bank Indonesia, dan
pelaksanaan konsolidasi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,
maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan izin konsolidasi yang
artinya:

1). Konsolidasi yang dilakukan oleh bank-bank yang bersangkutan mulai
berlaku sah dan efektif; serta

2). Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin konsolidasi, maka izin
usaha perbankan bank hasil konsolidasi telah diberikan dan bank-
bank yang dikonsolidasikan telah dicabut izin usahanya sehingga
harus segera menghentikan operasi dan kegiatannya, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 108 ayat (7) UU No. 1 Tahun 1995

“Direksi bank hasil konsolidasi wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam dua surat kabar harian paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak konsolidasi bank selesai

dilakukan”. *°

.
49 | oc. cit.
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Taha Pencab '
6. P utan lzin Usaha atau Likuidasi Bank yang Dikonsoli
‘-
dasikan.
pada pelaksanaan tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai
perikut:
1) Proses likuidasi bank yang dikonsolidasikan dilaksanakan dengan
diikuti Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham untuk
i :
senerima laporan dan pertanggungjawaban likuidatur mengenal

segala tindakannya Yang telah dilakukan dalam menunaikan

tugasnya, kemudian likuidatur dibebaskan dari semua kewajiban dan

tanggung jawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam

rangka pelaksanaan likuidasi;

2) Penyampaian laporar: tentang selesainya Proses likuidasi bank yang

dlgabungkan oleh direksi bank hasi! konsolidasl kepada Menteri

Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menter Kehakiman, serta
sekaligus meminta Menterl Kehakiman untuk mencoret nama bank

cikan dar daftar perseroan rerbatas yang ada di

yang dikonsoliaa

Departemen Kehakiman.

B. Saham Usaha perbankan Yang Melakukan Merger
pengaturan jumlah dan nilai saham yang berada pada setiap bank

yang akan melakukan merger memerlukan waktu yang cukup lama,
rhitungan nilai setiap caham pada masing-

yakni dengan melakukan pe



80

masing pank. Penilaian saham dilakukan oleh independent valuer yai
r yaitu

suaty lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap saha
m-

pen 127 berada pada masing-masing bank yang akan dimerger

Mengingat banyaknya penilaian terhadap saham-saham dari bank-bank

yang berbeda baik aktifitas, produknya maupun Non perfoming Loans

(NPL) status kolektibilitas.  Setelah penilaian, maka bank-bank yangd

dimerger rnenerima kompensasi berupa saham-saham pada surviving
pank berdasarkan perhitungan konversi atas saham-sahamnya pada
pank hasil merger, terutama bagi pemegang saham minoritas, karena
tidak menyetujul pelaksanaan merger, diberikan kompensas! atas
saham-sahamnya menurut nilai pasar yang wajar

Hal lain yang harus diperhatikan dalam perbuatan hukum merger

bank umum adalah kreditur atau pihak-pihak yang mempunyal hak

tagihan terhadap pank yang diambilalin. Meskipun merger adalah suatu

Dengambllahhan semua aktiva (assets) dan semua pasiva (llabmtles) dari

perusahaan lain, namun perlu dijelaskan atay diumumkan secara khusus

atau melalui surat Kkabar tentansg peralihan tanggung jawab tersebut

kepada bank yand mengambnahh. Dengan demikian dari merger tersebut

dapat dihasilkan suatu kombinasi paik aktive maupun pasiva dari bank

yang mengambll-ahh dan bank yans diambilalin.

peristiwa merger ini mengakibalkan Bank Danamon memiliki ukuran
gambil alin seluruh asset dan hutang

yang makin besar karend telah men
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Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut bergabung. Pemegang

saham atau pemilik Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut

bergabung akan tetap memiliki saham perusahaan hasil merger

(Danamon) melalui pertukaran atau penggantian saham, kecuali bila

saham tersebut dijual.  Penentuan besarnya nilai pertukaran atau

penggantian saham (ration tukar) tersebut dilakukan melalui negosiasi
kedua belak pihak. Bila saham-saham tersebut dijual-belikan di pasar
modal, maka harga yang disepakati didasarkan pada harga pasar
masing-masing saham.

Pada tahun 1998, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya,
Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan
Indonesia bergabung dengan cara konsolidasi menjadi bank Mandiri.
Pemerintah mengambil kebijakan ini dalam rangka efisiensi dan
peningkatan daya saing bank pemerintah dalam industri ~perbankan
nasional.

Pada tanggal 22 Nop 2001, pemerintah melalui Komite Kebijakan
Sektor Keuangan (KKSK) telah merekomendasikan bahwa sebagai bagian
dari upaya penyehatan perbankan, bank-bank di bawah pengelolaan
BPPN yaitu : Bank Bali, Universal, Patriot, Bank Prima Express dan Bank
Artamedia telah melakukan penggabungan. Pada tahun 2002, merger
kelima bank swasta tersebut dilakukan dan bank yang masih

dipertahankan adalah Bank Bali, dengan pertimbangan secara ekonomi,
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fnancial, dan sumber daya lebih kuat dibanding dengan k bank

e-empat ban

lainnya. Dalam Derkembangan-nya, nama bank hasil mergerptersebut
menjadi bank Permata yang dimaksudkan untuk membangun image.’

Perlindungan terhadap masyarakat dalam praktek merger bank

gmum atau perusahaan lainnya belum banyak diperhatikan. Di Amerika

serikat, METGer tidak dapat dilakukan kalau hasilnya akan melanggar

anti trust law. Merger yang berakibat monopoli akan merugikan

midsyarakat. darl dua (seg! yaity, tidek efisiennya ‘pemanfaatan sumber
daya alam sehingga penentuan harga dan kualitas oroduk suatu
perusahaan ditentukan sendiri tanpa pesaing, dan konsumen tidak
mempunyai alternatif lain untuk produk yang disukainya, baik dari segi
harga maupun kualitasnya. Oleh karena itu “perundangan antitrust
berusaha menciptakan aktivitas bisnis agar berada pada suatu iklim
persaingan yang sehat. Dampak perundangan ini sangat besar
terhadappraktek bisnis dan pengorganisasian dunia industri AS.
Berlandaskan keyakinan bahwa perdagangan besas bermanfaat baik
siapa pun (perekonomian, dunia usaha maupun pihak konsumen), maka
perundangan ini melarang beberapa bentuk pengendalian perdagangan

dan praktek-praktek monopoli. Di AS, kepedulian terhadap masalah ini

termanifestasi dalam bentuk pengawasan atas praktek-praktek bisnis

yang mencakup empat persoalan utama, yaitu kesepakatan-kesepakatan

i awas sercaingan  Usaha. Tersedia pula  di
Komisi  Pengawas persaingan é

http: //www.kppu.go.ic. Akses terakhir tanggal

o) [.-\‘L.'f_"v'lrl‘lb';‘r ._‘ UO4 .
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diantara para pesaing,
pembeli, upaya-

kekuatan monopoli,  dan

penggabungan-penggabungan

= usaha

(merger).

Kepentingan m i
P g asyarakat biasanya disebut sebagai kepenti
ingan

persaingan sehat dalam melakukan usaha Persaingan sehat dal
) at dalam

melakukan usaha pada hakekatnya merupakan embrio dari ketentuan
anti monopoli. Hal ini dapat diketahui dalam penjelasan Pasal 104 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa, “dalam merger,
konsolidasi dan akuisisi harus pula dicegah kemungkinan terjadinya

monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan

masyarakat.

Pada bank-bank yang bentuk badan hukumya perseroan, sebelum

dikeluarkannya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dikenal

Klasifikasi saham dalam bentuk saham biasa, saham preferen dan saham

prioritas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memungkinkan pula

penerbitan beberapa klasifikasi saham. Hal ini dimaksudkén untuk
memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk menerbitkan saham guna

' hendak
memberikan.  kesempatan kepada cetiap mereka yang hen

eroan dengan memilih jenis saham

menanamkan modalnya pada Per

n dan kemampuan: Kriteria penentuan

yang sesuai dengan kebutuh@

ntitrust di Amerika Serikat,

—

1 Hukum Persaingan perun
Jurnal Hukum Bisnis, volume
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, « antara lain berdasark
emampuan un rkan hak
tuk dituk FRRIS
arkan ' Pembagian
sarsebut tidak se dengan Klasifikas |a|
ain. Kriteria

deV‘den'

lalu bersj
ifat alternati
natif i
kumulatif. + Melainkan dapat juga b
a bersifat

Dalam Pasal 4
6 Undang-
g-undang tentang Perseroa
n Terbatas

ditentukan, Anggara
) n D " m m
asar menetapkan satu klasifik
Ilkasi saham ata
u

lebih. Yang dimaks
ud dengan klasifikasi saham adal h k
ah kelompok saham

yang satu sama lai
N mempunyai karakteristik yang
sama, dan

karakteristik terse
rsebut membedakannya dengan saham
. | | yang merupakan
am dari klasifikasi yang berbeda. Setiap sah
klasifikasi | i
yang sama memberikan kepada pemegangnya hak ya
ng sama,

misalnya te ¢
y ntang hak suara, hak menerima deviden dan hak pengalihan

C. Kedu
dukan Pemegang Saham Dalam Merger Usaha Perbankan

D .
alam rangka mewujudkan pelaksanaan penggabungan usaha

perb
ankan Rapat Umum Pemegang gaham (RUPS) yang dilaksanakan

yang akan merger atau konsolidasi,

ole .
h masing-masing bank umum
nk yang diambilalih, tidak

baik

bank yang mengambilalih maupun ba
yang bulat
si). Merger dan konsolidasi

Se
lalu  tercapai suatu keputusan terhadap rencans

pe :
nggabungan usaha (merger atav konsolida
pernegand saham

tidak j
3k dapat diputuskan secara sepihak s@j@ oleh

er atau konsolida

si bank umum yang sudah go

Mavori
yoritas, Terhadap merg
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lic, olen BadantPen
pub 9awas Pasar Modal| (Bapepam) di
ISyaratkan bahwa

adanya persetuj .
perd AR tujuan dari P€megang saham dan tid
/ n t 3
munculnya benturan kepemingan ak berakibat

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf
uruf a

undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana Pengaturan saham dalam

penggabungan perbankan juga perly diwaspadai dari upaya pemusatan

kekuatan ~ekonomi olek satu atau lebih  pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang
dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, termasuk kepentingan
pihak internal maupun eksternal perbankan. Ketentuan tersebut sangat
tegas mengatur beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pihak
yang melakukan penggabungan usaha perbankan, karena dari dimensi

internal terdapat juga nuansa perlunya pengaturan persaingan antara

pemegang saham dalam kerangka melakukan usaha agar tidak

j uk
mematikan peran setiap pemegang saham. Erman Rajagug

i idasi dan
menyebutkan bahwa, “bila keputusan mengenai merger, konsoli
aham mayoritas, maka bisa

i s
akuisisi diserahkan saja kepada pemegang e
ilaian terhadap as
Saja harga saham yang diambilalih tersebut atau penilaia |
minoritas. “*

: ham
yang diambilalih merugikan pemegang $@

an Konsolidasi, makalah pada

. r Akuisisi d m Era Globalisasl,
* Erman RaJaQUQUk' erggggc;lldasi dan Akulslsi dala
!

Seminar Aspek Hukum Merge
BPHN, Jakarta, 1997, him. 3:
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perlu Jjuga perlindungan terhadap tenaga kerja dari
ari

@ bank yang
diambilalih. Dalam Persetujuan Badan Koordinasi
i

Penanaman Modal

(BKPM) untuk merger dan konsolidas; secara khusus disebutkan bahwa

penggabungan perusahaan-perusahaan tidak boleh mengakibatkan

terjadinya pemberhentian tenaga kerja yang telah ada. Dalam praktek
banyak kemungkinan yang dapat dilakukan. Pada umumnya digunakan
dua cara vyaitu : Pertama, tenaga kerja dari perusahaan yang diambilalih
berdasarkan negosiasi bersedia mengundurkan diri dengan pesangon
atau imbalan tertentu. Kedua, tenaga kerja cari perusahaan yang
diambilalih pindah ke perusahaan yang mengambilalih, namun masa

kerjanya di perusahaan yang pertama tidak dihitung. Hal kedua tentunya

merugikan tenaga kerja yang bersangkutan, seharusnya masd kerja

tenaga kerja tersebut tetap diperhitungkan.

Dengan dianutnya sistem Klasifikasi oleh Undang-undang

g . S 8 acal

53
i saham:
variasi pemegang saham yaitu pemegang

biasa;
W isalnya ada saham "
1. dengan hkak Surzrar’n;zlasizyaypapda saham yangd dimiliki sendiri oleh
2. tanpa hak suare. : -
perseroan yand bersangkutan: Inya pada caham prioritas;

3. dengan hak suar@ Khusus, misa

= +  him. 44.
** Abdulkadir muhammad, op.cit.,
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4. dengan hak suarg
dimiliki oleh anggot

terbatas/bersyarat,
apabila dipe

a Bursa Efel e misalnya saham yang
nuhinya Syarat tertopy, ”alu mempunyai hak suara

Karena munculn
ya bermacam variasi pemegang saham, maka
penentuan korum d

3 i .
N pengambilan keputusan dalam RUPS tidak
mengacu pada bagian tertenty dari modal ditempatkan, melainkan pada

bagian tertentu dari saham dengan hak suara yang sah. Pasal 47 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menegaskan pula bahwa

pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara

perseorangan. Sclanjutnya Pasal 53 Undang-udang Perseroan Terbatas
juga menegaskan bahwa pada saham yang digadaikan, hak suara ada
pada pemegang saham. Oleh karena itu penggadaian saham harus

dilaporkan kepada perseroan dan dicantumkan dalam Daftar Pemegang

Saham.
Apabih terdd’-pat lebih dari satu klasifikasi sa ham, maka Anggaran
> C

fby o - Al Vsé biasa”.
Dasar akan ditetapkan satu klasifikasi saham sebagai “saham e
C

it adalah sah \ak suara
Yang dimaksud dengan weaham biasa” adalah saham yang |
>

putusan dalam RUPS mengenai segala hal

diberikan untuk mengambil ke

) : ima pembagian
B sreeroan, hak menerima | C
yang berkaitan dengan pengu,-u.san perseroan, e

<

de 1 d l = a (l(] ] ) SeS ikuidasi ¢ suara ya ng
0505 IIUIdd--I. Idk S
| 1 —'l‘v‘a /Ll(ayacn ¢ lcln ‘ (6] I \ 9]
o e e 319
d 3 ] iuga dimi 2 medgang
0 at d dln““k| OIL.h pL[
. iliki 1Al b wHh o ln bh]':u

saham klasifikasi lain.
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gelain klasifikasi “saham bigga” 4.
biasa”, dalam Anggaran Dasar oI
satu klasifikasi saham atay lebih: 5 - ditetapkan

“1. dengan hak suar:
suara: uara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak
8 garwgts?calalw Jangka wakty tertentu
pembagian devi?enhak kepada pemegangnya untuk menerima
il secara kumulatif atau non kumulatif; dan

4. yang memberikan hak kep:
lebih dahulu dari saham I?Ipdda ol ot nanva Untd g

: asifikasi atas pembagi
sisa kekayaan perseroan dalam llkuldasi?" agian deviden dan

dapat ditarik kembali atau

Bermacam-macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu

menunjukan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri
terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat merupakan gabungan
antara dua atau lebih unsur-unsur klasifikasi tersebut.

Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan atas saham
yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham atas tunjuk, diberikan berupa
surat saham. Sedangkan bukti kepemilikan saham atas nama, diserahkan
kepada para pihak dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan

kebutuhan. Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995, “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak

kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai

benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak

tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang-.

*4 1bid, hlm. 45.
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Selain bukti hg
= ukti hak berupa syrat Saham :
perupa segala catat + Masih ada bukti hak lain
sec atatan yang berkenaar den
pemegang Saham, Daft 9an saham, vyaitu Daftar

/ ar Khusus Yang dibuat dan disimpan oleh Direksi

kti hak ini diper :
Bu periukan oleh P€megang selaku pemilik saham dalam
mewujudkan kepentingannya misalnya perolehan atas pembayaran

deviden, penggadaian saham atau pemindahan sahamnya kepada pihak

lain.

Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara
kecuali anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 46 tentang dapat diterbitkannya saham dalam beberapa
klasifikasi. Apabila Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, maka

dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak

suara.
Pada Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa saham

perseroan yang dimiliki oleh perseroan ity sendiri tidak mempunyai hak

suara. Demikian juga saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak

Hal ini disebabkan dalam

i suara.
perusahaannya tidak mempunya hak 5

n m dimilikinya
Pasal 29 perseroan dilarang | engeluarkan saham untuk di y
m irim m tersebut tidak
sendiri. Sebab jika dimiliki sendiri  maka saha er

ndiri. e

-seroan.
memberikan hak suarad pada pe!
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Beberapa ketent i
Uan di atag tentang Klasifikasl dan hak-hak

ang Saham d:
pemegang alam U“daﬂg'undang tentang Perseroan Terbatas

telah secara tegas terdapat P€ngaturannya. Secara tegas juga dipisahk
an

antara beberapa hal yang menjadi kewenangan pemegang saham

dengan wewenang Direksi dan Komisaris. Umumnya kewenangan

pemegang saham diakomodasi dalam RUPS sebagai lembaga tertinggi

dalam suatu perseroan,

Pelaksanaan merger bank umum harus disetujui oleh RUPS, dan
tidak cukup hanya berdasarkan keputusan Direksi masing-masing bank.
Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 yang menentukan bahwa perbuatan hukum merger harus
memperhatikan bukan saja kepentingan perseroan, tetapi juga
kepentingan pemegang saham minoritas. Apabila perbuatan hukum
merger bank umum merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya

atau dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing bank yang

bersangkutan, maka tidak mustahil perbuatan hukum itu dapat

merugikan para pemegang saham (baik para pemegang saham

mayoritas maupun yang minoritas).

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tanun

1995 keputusan RUPS mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi hanya

: ; dan Pasal
sah apabila diambil sesuai dengan ketentian Pasal 74 ayat (1)

kan memblcarakan
76. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) RUPS yang a
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merger dan  konsolidasi harys bérusaha

E mengambil  keputusan
asarkan musyawarah y
perd ntuk mufakat. Namun, apabila mufakat tidak

dapat dicapal setelah melakukan Musyawarah, berdasarkan ketentuan
pasal 76, dimungkinkan RUPS untuk mengambil keputusan dengan cara
pemungutan suara (voting). Keputusan RUPS tersebut hanya sah apabila
dihadirt oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit % (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saharn dengan hak suara yang sah

dan disetujul paling sedikit oleh % (tiga per empat) bagian dari jumlah

suara tersebut.

Gambaran tersebut tidak semudah itu dapat dijalankan, karena
meskipun secara formal kekuatan pemegang saham minoritas dapat
dengan mudah diabaikan suaranya, namun tidak secara substansial.
Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan perlindungan
yang kuat terhadap pemegang saham minoritas dalam hal suatu

perusahaan (bank) bermaksud melakukan merger dan konsolidasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2), pemegang saham minoritas

mempunyai dua pilihan dalam menghadapi recana bank untuk melakukan

ham minoritas
merger atau konsolidasi. pilihan pertama, pemegang saha

jar. Undang-
dapat menjual sahamnya sesuai dengen harga yang wajar g

skan apa Yyang dimaksud
undang Perseroan Terbatas tidak menjeld

r”, namun hal ini dapat ditentukan dengan

penden untuk melakukan penilaian.

Hom
“s

gan “harga yang waja

-

enunjuk konsultan penilal yang Inde
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rdasark
Be rkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-85/PM/1991

3 Ok
tanggal tober 1991 tentang Nilai Pasar yang Wajar, ditentukan

pahnaRallatpasar yang  wajar mengikuti Peraturan Nomor: V.C.3

sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut. Peraturan itu

menentukan bahwa nilai pasar yang wajar untuk efek yang tidak tercatat

pada Bursa Efek, harus ditentukan atas dasar penilaian yang

dilaksanakan oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam. Sutan
Remy Syahdeini berpendapat bahwa, “nilai pasar yang wajar untuk efek
yang tercatat pada Bursa Efek, harga-harga terakhir dimana efek-efek
tersebut telah diperdagangkan harus menjadi dasar untuk menentukan
nilai pasar yang wajar bagi efek tersebut. Nilai pasar yang wajar tersebut

harus tidak lebih tinggi dari harga terakhir di Bursa Efek dimana

perdagangan terbesar efek tersebut terjadi. ">

Dalam hal bank yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek, baik
bank yang menjadi obyek atau yang melakukan merger atau konsolidasi,

guna memperhatikan pemegang saham minoritas, bank-bank yang

terlibat dalam proses tersebut harus memperhatikan ketentuan yang

ditetapkan oleh Otoritas pasar Modal. Apabila telah tercatat pada Bursa

Efek Indonesia, maka harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bapepam, sedangkan apabila sahamnya tercatat pada Bursa Efek

55 gutan Remy Syahdeini,

op. Cit., him. 16.
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Luar Negeri maka harus dlperhatikan k
etentuan Otorita
S Pasar Modal
negara setempat,
.I_ } o ~
Apabila hak pemegang saham minoritas atas sahamnya tidak

sesuai dengan harga yang wajar tidak dapat tercapai, maka pemegang

gaham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak setuju

atas rencana merger atau konsolidasi yang diajukan oleh Direksi. Hal ini

artinya dilaksanakannya hak yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995,

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995,
setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan
tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham

atau perseroan yang berupa perubahan Anggaran Dasar, penjualan,

penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan

atau penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995,

menyebutkan bahwa :

| imana
iminta untuk dibeli sebagaima
oaemael L R d”mtr;lhl batas ketentuan pembelian

le
dimaksud dalam ayat (1) M dimaksud dalam Pasal
ebagaimana \
;gm(bla;ll sat;'a(;n ggzeprzrasnersvzrj‘ib mengusahakan agar sisa sahari
, m
dibeli oleh pihak lain”.

\
6
Indonesia,

op. cl:Ps. 55 ayat (2)
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am minori
pemegand saham minoritas dengan kategori “harga ya
NG wajar”, maka

hal ini dapat saja dilakukan dengan rnenqai
i . PR gajukan kepada Pengadilan
| 92 yang wajar untuk menjual

saham dari pemegang saham minoritas.
palam kedua ketentuan itu diatur hak para pernegang saham yang
disebut dengan appraisal remedy atau juga disebut appraisal rights.
pppraisal remedy adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk
memungkinkan para pemegang saham yang berkeberatan terhadap
keputusan yang diambil oleh RUPS untuk menyatakan keberatannya
terhadap keputusan itu dan agar saham-saham mereka dibeli perseroan
seperti sebelum adanya keputusan RUPS dan selanjutnya mundur dari
perseroan yang bersangkutan.

Hak suara perseorangan sebagai pemegang saham juga meliputi
hak untuk menuntut perseroan akibat keputusan RUPS, Direksi atau
Komisaris yang merugikan pemegang saham. Perlindungan hak tersebut

diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan

qugatan terhadap perseroan di pengadilan Negeri, apabila dirugikan

karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
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Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri
pukumnya meliputi kedudukan perseroan, Gugatan :gen .ya.ng i
gasarnya berisikan  permohonan  supaya dihentikinngt::tkan i
merugikan tersebut dan diambil langkah-langkah tertenty abaai: uynat:i

mengatasi akibat yang sudah timbul, maupun untuk mencegah tindak
ah tindakan

serupa dikemudian hari. Ketentuan ini merupakan ketegasan Und
ndang-

undang Perseroan Terbatas atas perlindungan terhadap hak pemegang

saham minoritas.

Dengan ditingkatkannya posisi tawar pemegang saham minoritas, maka
perbuatan hukum merger dan konsolidasi perusahaan yang bergerak di
bidang perbankan dapat terlaksana dengan sangat hati-hati dan cermat,
sehingga bukan suatu perbuatan yang justru dapat merugikan pihak lain.
Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam
merger dan konsolidasi bank umum adalah suatu awal itikad baik yang
dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat atas upaya-

upaya merger dan konsolidasi itu.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan

salah satu instrumen filosofis dan instrumen teknis dalam pelaksanaan

erti halnya
merger dan konsolidasi bank umum, karena sama S€p y

i kat, hal itu
perlindungan terhadap kreditur dan kepentingan masyara
um tersebut.
merupakan syarat dapat dilaksanakan perbuatan huk
a, secara
Berdasarkan Undang-undang Sert@ peraturan pelaksanaanya,



el\sp“Sit telah

caham minoritas, dengan demikian

sebagai  etika

sindungan tersebut juga mer el
perfindui= €rupakan norm ~
a positif,

D. informasi Merger Usaha Perbankan

e - - lﬂgan i) I'c

pemegang saham, teknis atau metode penyampaian  inf i
c ormasi
merupakan salah satu hal penting yang saling terkalt dengan hak atau

kepentingan  dalam  penggabungan  usaha  perbankan. Proses

penyampaian informasi menjadi penting karena berpengaruh terhadap
pelaksanaan RUPS maupun berkenaan dengan informasi bagi nasabah
perbankan. RUPS sendiri merupakan salah satu syarat sahnya perbuatan
hukum merger yang dilaksanakan oleh bank umum.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, dalam hal ini terutama pemegang saham minoritas dan
para nasabah supaya diketahui tentang adanya rencana merger bank
umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 Direksi diwajibkan untuk mengumumkan rencana

itu dalam dua surat kabar harian selambat-lambatnya 14 hari sebelum

pemanggilan RUPS.

Namun dalam ketentuan tersebut maupun dalam peraturan

cerns Bl 5
pelaksanaannya tidak ditentukan secara spesifik kriteria surat kabarnya,

. . uk keperluan
%3k yang boleh atau yang harus dlpergunakan untu P



Geharusnya secara spesifik tekn
nik atay metod
€ pengumuman
y dilaksanaka
- akan Nnya Rapat Umum L i
uar Biasa Pemegan
g

gsham (RULBPS) dalam rangka persiapan merger dilakukan den
gan

menggunakan surat kabar yang bertiras nasional dan luas. Bila tidak

ditentukan seperti demikian, dikhawatirkan Pengumuman yang dilakukan

oleh Direksi menjadi tidak efektif serta dapat diarahkan sebagai tindakan
formalitas belaka dan cenderung asal-asalan. Dengan demikian tujuan
yang akan dicapai oleh ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 menjadi tidak tercapai.

Bank-bank yang akan merger besar kemungkinan saham-
sshamnya telah tercatat di Bursa efek di dalam maupun luar negeri.
Saham bank yang telah go public biasanya sahamnya selain dimiliki oleh

investor dalam negeri juga dimiliki oleh investor asing yang tinggal

diluar negeri. Oleh karena itu seharusnya Undang-undang tentang

g >sifik n bagi
Perseroan Terbatas juga menentukan secard spesifik keharusa g

Perusahaan (bank) yang akan melakukan merger atau konsolidasi

. - kabar harian
mengumumkan rencananya tersebut celain dalam surat

m———p

. ) i pihak ketiga atau
7 Untuk yang bertiras NﬂernaﬂonalcﬂDe””#;ﬁfnJgﬁg %&an melakukan
Pemegang hak yang berkepentingan terhadap o

& : ' anegara.
Merger atau konsolidasi yang tinggal di manc ?
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jonal juga s
nasl juga surat kabar harian o
9 terbit di luar negeri,

t kabar harian , Tentunya
g yang terbit di juar Negeri juga merupak
rupakan surat kabar

yang bertiras internasional dan lias

Berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1995 ditentukan bahwa, media P€Ngumuman itu adalah surat kabar
harian. Hal ini berarti harus dalam surat kabar yang terbit setiap hari.
pengan kata lain dapat diartikan tidak dimungkinkan untuk memuat

pengumuman itu hanya di media cetak berupa majalah atau dalam media

lainnya.

Karena perkembangan media massa sekarang ini telah
menunjukan adanya persaingan dalam memperoleh segmentasi,
sehingga terdapat peningkatan oplah, jangkauan wilayah maupun
intesitas jam siaran. Majalah, radio dan televisi merupakan media massa
yang juga efektif apabila diberdayakan dalam proses pengumuman
rencana atau hasil-hasil perbuatan hukum merger dan konsolidasi bank

umum. Untuk itu penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang

tersebut dapat diperluas selagi mampu memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan terhadap bank

yang merger atau konsolidasi.

Seperti halnya dengan pengumuman rencana merger dan

j diumumkan
konsolidasi, hasil-hasil pelaksanaan merger juga harus
Mengenal media yang

kepada para plhak yangd berkepentingan.
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dipergunakan pada dasarnya sama dengan pengumuman rencana merger

bank ymum.

Secara khusus, berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pengumuman
hasil pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum harus
dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak merger atau konsolidasi
tersebut selesai dilakukan. Selain itu, ketentuan itu juga berlaku
terhadap Direksi bank yang mengambilalih.,

Pelaksanaan merger bank umum harus diputuskan oleh RUPS dan
proses pengambilan keputusannya dimungkinkan tidak dengan suara
bulat karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi oleh RUPS
tersebut. Agar setiap kepentingan terjamin haknya, Undang-undang
menetapkan perlindungan terhadap pihak-pihak lemah yang dalam hal ini
ada pada pemegang saham minoritas.

Pemegang saham bank yang menjadi obyek maupun bank yang
mengambilalih dalam merger bank umum, harus dijamin appraisal
remedy-nya. Bila apraisal remedy dari pemegang saham tidak dijamin,
maka keputusan perseroan yang merugikan pemegang saham akan
dapat menimbulkan sengketa, dan tidak tertutup kemungkinan adanya
proses litigasi atau pengajuan gugatan di pengadilan yang

berkepanjangan.



ukannya ara
b ya p Peémegang Sahamnya secara pribadi. Kesalahan yang

kukan (baik » i
dila (baik karena kesengajaan Maupun kelalaian) hingga terpaksa

Bt mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya itu

bukan merupakan tindakan Pemegang saham, tetapi merupakan

tindakan manajemen yang bersangkutan (Direksi dan atau Komisaris).
Oleh karena itu pemegang saham tidak dapat dipaksakan untuk
menerima begitu saja harga yang ditawarkan oleh bank yang akan
mengambilalih, namun dipihak lain memang harus disadari pula oleh
para pemegang saham bahwa apabila merger tidak dilakukan, maka
bank sentral dapat mengajukan usul kepada Menteri Keuangan agar izin
usaha bank tersebut dicabut. “Apabila terjadi hal yang demikian, maka
pemegang saham tidak memperoleh apa-apa kecuali sisa harta likuidasi
setelah dibagi-bagikan kepada kreditur-kreditur lain berdasarkan urutan

prioritasnya. "*®

Selain itu, sengketa juga dapat muncul apabila terdapat

ketidaksesuaian harga saham yang wajar, adanya keputusan perseroan,

$8 g utan Remi Syahdeini, 0p. Cit. him. 24.



iajukan gugatan e

| wat

pengadilan, karena hak suara Pe€rseorangan ¢
e

e bagai Peémegang saham
juga meliputi hak untuk menyntyt PErseroan akibat keputusan RUPS

Direksi atau Komisaris yang merugikannya

Selain hak-hak perseorangan yang telah dijamin ofeh undang-

undang, terdapat juga hak kolegial yaitu hak yang tidak melekat pada

pribadi-pribadi pemegang saham, melainkan hak yang dimiliki para

pemegang saham secara kolektif. Sedangkan berdasarkan sistem one
share one vote yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1), terdapat
kemungkinan adanya dominasi pihak mayoritas. Pemegang saham
mayoritas mendominasi perseroan karena terdapat lembaga korum
dalam proses pengambilan keputusan.

Munculnya sengketa sangat mungkin terjadi dalam pélaksanaan

merger atau konsolidasi bank umum apabila setiap pihak saling

mempertahankan kepentingannya. Dalam sistem yang individualistik dan

kapitalistik, terjadinya pertentangan antara mayoritas dan minoritas

merupakan konsekuensi yang umum. Dalam Undang-undang Perseroan

an sistem
Terbatas, ditawarkan sistem Yyang agak berbeda deng

- an musyawarah
individualistik, yaitu sistem penyelesaian masalah deng y

7 . ; ipad
¥Yang mana kepentingan bersama ditempatkan lebih tinggi daripada

keDentingan individu.
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bersama. Dengan  demikian, sebenarnya  sistem musyawarah tidak

mengenal sistem mayoritas karena asasnya adalah kebersamaan

Sebagal langkah penyelesaian sengketa, musyawarah merupakan

upaya awal sebelum melangkah pada upaya litigasi atau pengajuan
gugatan lewat pengadilan. Bahkan dalam penyelesaian sengketa melalul
pengadilan, perdamalan melalui permusyawaratan rasih tetap terbuka

balk yang dilakukan antara pihak yang bersengketa maupun dengan

ditengahi oleh pihak ketiga.



BAB 1V

MERGER PERBANKAN DIHUBUNGKAN

DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

G Merger Perbankan dan Akibatnya
Melihat akibat yang ditimbulkan dari suatu merger, perlu

dilakukan pengawasan agar merger yang dilakukan oleh pelaku

usaha tidak mengakibatkan adanya distorsi pasar. Badan pengawas

persaingan usaha perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk
menilai apakah merger tersebut dapat memberikan dampak yang
positif maupun negalif terhadap persaingan diantaranya adalah
peringkat penguasaan pasar, berkurangnya tingkat persaingan,
jumlah pesaing dan rasio konsentrasi dalam pasar bersangkutan, ada
atau tidak adanya hambatan masuk dalam pasar bersangkutan,
ketersediaan produk impor dan substitusi, pengaruh pesaing dari
pasar terdekat, efisiensi dan lain lain.

Pelaksanaan perjanjian merger usaha di dunia perbankan merupakan
suatu tonggak penting dalam pelaksanaan restrukturisasi perbankan.
Pelaksanaan penggabungan tersebut bertujuan untuk membentuk
suatu institusi perbankan baru yang memiliki struktur permodalan
yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, serta berdaya saing tinggi
dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan jaringan layanan

yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Suatu bank yang

telah berhasil digabungkan baik melalui merger akan menempatkan

103
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girinya dalam dunia Perbankan Sebagai salah
Satu terbesa

jumlah asset yang dimilikinya, r dengan

Hal ini ten .
tu saja memba
ndiri tidak ha wa dampak
- Nva terhadap bank hasi| Mmerger dan konsolid
Idasi, tetapi

juga dunia perbankan dan perekonomian Indonesi
a,

| serta nasabah,
karyawan dan juga masyarakat,

Adapun dampak Penggabungan di lihat dari 2 segi, yaitu :

1. Segi Hukum
a. Bank yang melakukan Merger

Dengan bank asal sebagai surviving bank, maka status
hukum bank yang telah melakukan merger merupakan
perusahaan publik. Namun, untuk sementara, saham baik
hasil merger di Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih akan
menggunakan nama bank asal dengan kode yang sudah
didaftar, karena izin usahanya masih menggunakan izin

usaha bank asal.
Dalam hal ini, karena merger dilakukan tanpa adanya

tindakan likuidasi, maka akibat-akibat yang berlaku ialah

sebagai berikut :

1). Peralihan Status pemegang Saham

Hal ini disebabkan karena pemegang saham bank-bank

yang dimerger menerima kompensasi berupa saham-
, dasarkan perhitungan
ing bank Dbel

saham pada surviv
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Konversi

atas saha
m-saha
aMmnya pada bank
terutama bagi hasil merger,

pemegan
9 saham minoritas &
menyetujul Bgenibogiah oo

pelaksanaan merger

dibe
S b rikan kompensasi
Ya menurut nilal Pasar yang waja
P

Peralinan Aktiva/ Pasiva

atas

2).

Aktiva dan '
pasiva dari bank-bank yang dimerger beralih

secara huk :
um kepada bank hasil merger secara otomatis
Sclaxk merger tersebut dinyatakan efektif

3). Pembubaran Bank-bank yang Dimerger

T p— A s M

dakan pembubaran terjadi secara otomatis pada saat
merger dinyatakan efektif tanpa diperlukannya suatu
t ndakan penandatangan dokumen pembubaran.

Banx yang Melakukan Konsolidasi

Hal ini berbeda dengan bank yang melakukan merger, pada

pank yang melakukan konsolidasi status hukumnya bahwa
sejax tanggza! dikeluarkannya izin konsolidasi, maka izin
usaha perbankan pank hasil konsolidasi telah diberikan dan
bank-bank yang dikonsolidasikan telah dicabut izin

usahanya sehingga harus segera menghentikan operasi dan

kegiatannya palam hal inl warena konsolidasl dilakukan

dengan tindakan likuidas!, maka akibat-akibat yang pberiaku

aan sebagal berikut :



106

pun menerij i
| Ma kompensasi berupa saham-saham pada

bank baru berdasarkan

perhitungan konversi atas

saham-s
ahamnya pada bank hasil konsolidasi, terutama

badi
agl  pemegang saham minoritas, karena tidak

menyetujui pelaksanaan merger, diberikan kompensasi

atas saham-sahamnya menurut nilai pasar yang wajar.

2). Peralihan Aktiva/ Pasiva

Aktiva dan pasiva dari bank-bank yang dikonsolidasi
beralih secara hukum kepada bank hasil konsolidasi

secara otomatis sejak konsolidasi tersebut dinyatakan

efektif.

3). Pembubaran Bank-bank yang Dikonsolidasi

Tindakan pembubaran terjadi secara otomatis pada saat

konsolidasi dinyatakan efektif tanpa diperlukannya suatu

tindakan penandatangan dokumen pembubaran.

2. Segi Ekonomi

i bank hasil
Dengan kekuatan financial yand solid tersebut,

.

intermediasi dengan Tekls
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komersial, de
ngan Mmempertahankan aspek kesehat
atan bank

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

. Segi Ketenagakerjaan

Dampak yang paling dapat dirasakan adalah bagaimana

mengelola sumber daya

mMmanusia (SDM) dalam proses

penggabungan. Perlunya perhatian khusus pada kompetensi

dan jumlah SDM vyang diperlukan oleh bank hasil

pengaabungan, serta kompensasi dan benefit yang harus

disesuaikan.

Dalam Keputusan Menteri No. 150 Tahun 2000, dinyatakan
jika perusahaan memberhentikan pekerja karena melakukan
kesalahan maka wajib memberikan pesangon satu kali PMTK,

yaitu total pesangon yang diterima karyawan berdasarkan

iasa dan masa
besaran gaji, tunjangan, uang perumahan, Uangilas

i n
kerja. Tetapi jika perusahaan memberhentikan karyawa

- esangon
bukan karena kesalahannya. maka wajib membedkanREeeEs

tidak dapat direalisasikan sebagaimana

itu dilakukan merger dan

dua kali PMTK. Hal ini

i t
mestinya mengingat pada S22

eradaan lembaga BPPN, BPPN hanya

i i di masa keb
konsolidasi di M untuk memberikan pesangon

na :
memiliki keterbatasan da vonsolidasi

kepada karyawan ban

i e
yang dkasnonahsas:kan, ma
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setengah kali PMTK.59
. Sedangkan bagi karyawan

i it yang tidak
sionalisasi akan tetap bekerja d

| pada bank hasil

merger/ konsolidasi |

asil, namun apabila terdapat karyawan ya
ng

tidak ingin  melanjutkan kerja

akan diberlakukan sesuai
ketentuan peraturan ketenagakerjaan

4. Segi Pajak

Dalam hukum merger terdapat dua teori yang berkenaan
dengan aset/saham perusahaan yaitu metode pembelian dan
metode penyatuan kepentingan. Hingga saat ini masalah pajak
dalam pelaksanaan merger perusahaan khususnya bank belum
ada ketentuan yang tegas mengatur, baik Undang-Undang
Perpajakan, Undang-Undang perbankan, dan SK Menkeu
tentang merger bank, apakah menggunakan metode pembelian
atau metode penyatuan. Akan tetapi, dalam Prinsip Akuntansi
Indonesia 2003 (PAI) ditentukan ~dalam menyelesaikan

pel'masalahan pajak diserahkan kepada kebijaksanaan

manajemen perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan

praktik akuntansi yang lazim dan didasarkan pada per-

timbangan yangd sehat. Demikian juga dalam nuzSRacel S8

ayét 2 huruf € bahwa direksi perusahaan—perusahaan yang

an cara-
terlibat merger diberikan kebebasan untuk menentuk

nk permata 1,5 kali PMTK,

S

a
59 1.D. Nugroho, pesangon PHK l;aryawan B
Media Indonesia, 25 OktoDer 2002; him- 2
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cara konvers

saham-saham
. Pada perusahaan yang digab
menjadi saham-saham gabungkan

Perusahaan

penggabuangan, kalau di Ame penerima

rika Serikat terdapat aturan yang
tegas tentang hal ini, apabila me

rger perusahaan menggunakan
metode penyatuan kepentingan

maka perusahaan tersebut
haruslah mempunyai

skala lebih kurang sama, manajemen

perusahaan  penerima penggabungan harus kesinambungan

darl manajemen perusahaan yang terlibat merger, merger
’

berbentuk horisontal, Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi,

maka merger vyang dilaksanakan haruslah menggunakan

metode pembelian. Dengan demikian, diserahkan kepada
kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam hal ini
harus ada ketentuan yang tegas yang bersifat alternatif sehingga
adanya kepastian di bidang perpajakan. Hal ini penting angan

sampai perbuatan merger merugikan negara.

B. Merger Perbankan palam Kaitannya dengan Persaingan

Usaha

sarnya
Tujuan dari kebijakan pengaturan persaingan pada’ dasermy

iensi mi. Untuk itu,
adalah ditujukan untuk mewujudkan ofisiensi ekono

ij ersaingan secara
beberapa negara cenderung memberlakukan kebijakan P i
tindakan kebijakan
bertahap dan langkah awal blasany? dengan
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erindustria

legislasi hukum  persaingan, N dan kebijkan

Upaya deregulasi

secara fundam
merupakan hal yang sangat Penting, karena mela i
u

i kebijakan ity da

ata : - it

dihapuskan U sekurang-kurangnya diperkecil distorsi di pasar d
sar dan

konsekuensi logisnya adalah efisiensi Pasar diperbaiki. Menghilangk
) ilangkan
hambatan-hambatan reqgulasi akan meningkatkan persaingan sekaligus

memacu efisiensi.

Kecenderungan perusahaan di berbagai macam industri dan jasa
keuangan umumnya menempuh strategi penggalangan kekuatan untuk
menguasai pasar demi kepentingannya demi meraup keuntungan secara
berlebihan, namun hal ini menunjukan dan menjurus ke pembentukan
struktur kegiatan yang anti persaingan dan pada akhirnya akan
merugikan konsumen. Strategi lain adalah melalui penetapan atau

pengendalian eksklusif wilayah pemasaran. Kedua hal ini akan umumnya

akan terjadi dalam pelaksanaan penggabungan usaha perbankan. Namun

demikian tidak semua praktek-praktek ini mengarah kepada penurunan

a justru
kesejahteraan atau merugikan konsumeri bahkan diantaranya ]

i ; isiensi.
berhasil meningkatkan persaingan sehat dan efisie

if, raktek
Tanpa adanya Hukum persaingan  Yang efektif, P
bagai praktek anti
Penggabungan dan pengambi|alihan termasuk berbag e
arde k pada tumbu n
Persaingan yang tidak dapat dihambat perdampak P

terus
pemcrintah berpeluang untuk

Monopoli di pasar. Dalam hal ini



. '« B
Pengar bilalihan atau akuisisi 'yang bersifat

R

sentingan atau m kekly__aan (ﬂsﬁﬁmﬁ aruse

Membatasi dan mengawasi kolaborasi, kolusi

sesama  pesaing yang bertujua
enghilangkan persaingan. .
» laksanakan kendali kekuasaan guna mi
tek yang membatasi kegiatan usaha m
m hal ini hukum persaingan melarang
sale price maintenance). Keemp at
sn ke dalam tiga kategori t
Tindakan Monopoli dan K€
3) Tindakan Sepihak dal
an Pasar yang

Hukum F

® normin S Pakpahan: oo, fhim. 75.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1,
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persaingan: Tindakan  monopol

untuk me
: i : Mmupuk

rcermin dalam tindak kekuat

te an merger dan akuisisi, Na i
i y mun de

| yang berbeda dal mikian m

bRl @M kasus penggabungan usan iy

a perbankan,

sangat me
justrd g mbutuhkan pelaksanaan kegiatan usah —r
saha dengan modal

yang besar dan biasanya ditetapkan d

e alam batas modal minimum.

| elalu bersifat anti persaingan; bahkan
sebaliknya, merger bahkan mendorong peningkatan persaingan. Sebagai
contoh dapat dikemukakan artikel 7 Monopoly Regulation and Fair Trade
Korea yang menetapkan bahwa merger, akuisisi, dan penggabungan
perusahaan dilarang kecuali Fair Trade Commission menyatakan periu
untuk rasionalisasi industri dan memperkuat daya saing secara
internasional (Korea Legislation Research Institute, 1992). Akan tetapi
tidak dapat disangkal bahwa merger lebih mudah dipahami sebagai
bersifat anti persaingan dari pada menunjang persaingan. Sebab itu

cukup beralasan kalau merger selalu menjadi pokok bahasan dalam

perbincangan mengenai persaingan. Tidak dapat disangkal bahwa

efisiensi seringkali mudah diperoleh melalui merger. Di samping itu

i - lan
merger dapat membantu menvelesalkan persoalan persoa

para ekonom, sebagian besar dari kegiatan

manajerial. Menurut
yatu cara untuk mereallsasl

o Wi
pengambilalihan akhir-akhir in! merupaka

ui realokas sumbersumber daya

efisiensi dalam produksi By 5
’ er Ber
maupun penggantian pengurus: Tindakan merg
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guatu unsur 9 Persaingan,

penting di 2
dalam Pasa| 1 angka 6 y
U No.5/199
¢ 9
Apabil
an usaha tidak sehat a “”dang-Undang tersebut
at, maka harUS ‘
ditenty
gimaksud dengan "persaingan usaha" kan apa yang

adalah istilah  “persaingan usaha”

melarang persaing

| Tetapi definisi istilah ini terbatas:
gistem persaingan berlandaskan kepada pemikiran kebebasan ind
an individual,

gimana kebebasan ini hanya dapat dipahami Secara negatif bah i
| wa tidak

ada sama sekali paksaan dari pihak negara, dan tidak dapat ditentuk
an

secara positif, karena hal ini akan membatasi ruang kebebasan yan
g

disediakan bagi setiap orang. Untuk penilaian dari segi hukum definisi

istilah persaingan usaha kurang membantu, karena “persaingan usaha”
adalah suatu manifestasi nyata yang berlandaskan otonomi pelaku-
pelaku di pasar, dimana dari segi metode otonomi tersebut tidak boleh
dibatasi melalui definisi. Dari segi filsafat, suatu sistem persaingan

berdasarkan kepada pemikiran utilitarisme, dimana setiap individu diberi

kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin. Ini sejalan

dengan kebebasan setiap individu untuk menentukan sendiri manfaat

. : ari segi
¥ang diharapkannya dari suatu transaksi ekonomi. Karena itu d 2

resi dari
i Cukup untu menganggap persaingan usaha sebagai eksp
jual maupun membeli di

Kebebasan individu untuk bertindak. Baik men

pihak tersebut dapat perbenturan,

pas : : ua
ar. Mengingat kepentingan ked asan semua

Maka tugas hukum antimonologi adalah
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pinak seluas mungkin, dan yntyk menentukan

’d‘ksanaan Kebebasan

indi
vidy Yang san, dengan Penyalahgunaan
pasan tersebut (ini dikenal dengan IStilah Paradoks k

€bebasan).
Karena Itu darl segl metode

banyak Penilalan kasys menurut hukum

antimonopoll merupakan Pertimbangan antar kepentlngan dari pihak-

pihak yang terlibat.

Pangsa pasar yang besar atas produk yang dihasilkan oleh

perusahaannya adalah merupakan suatu harapan/ target setiap pelaku
usaha, terlebih untuk memiliki posisi dominan atas produk atau Jasa yang
diperdagangxan dalam suatu pasar tertentu.

Adanya kemungkinan perusahaan menerapkan strateginya dalam

melakukan merger, maka Pasal 28 dan Pasal 29 dari UU No.5/ 1999

menentukan sbb

leburan
1 Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau pe

' ehat.
ersaingan usaha tidak s
monopoli dan atau persaing

a

prse mengakibatkaan
apabila tindakan tersebut
perusahaan lain

dak
dan atau persaingan usaha ti

|
terjadinya praktek monopey

sehat.
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Ketentuan lebih
al DCnggabu
n -
badan usaha ye¢ flara gan atay Peleburan

49aimana djm
aks
ayat (2) Ud ayat (1) dan

Larangan mengenaij

sehat diatur dalam berbagai undang-undang dicebut  Antitrust
g rust Law.

Undang-undang tersebut terdiri darj: 6!

1. The Sherman Act (1890)

2. The Clayton Act (1914)

3. The Federal Trade Commission (FTC} Act (1914)

4. The Robinson-Patman Act (1936)

5. The Ceiler-Kefauver Antimerger Act (1950)

6. The Hart_Scott Rodino Antitrust Improvement Act (1976)

Demikian pula halnya bagi Indonesia, sebagai negara yang

berkembang, tetapi hal ini telah diantisipasi adanya larangan monopoli

hwa
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bahw

; judnya
pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudny

. berusaha di
kesejahteraan rakyat, yang berarti bahwa setiap orang yang

i i sehat dan wajar,

Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang 2

kuatan ekonomi pada
Sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ke

terlepas dari kesepakatan yang telah

Pelaku usaha tertentu, dengan tidak jon Center dan
e . Wwest's Legal Directorys ,,'-:,f,’,,},?f,°;$323ngan Antitrust
Sumbc‘r-su?wlwsbaer:klzzw)daArrl‘ifin T dan Saudi Hamtr):gh, 1998, him.30.

adi Amerika Serikat, _]L,Jrﬂal Hukum Bisnis, Vo
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jlaksanakar oleh negara Repuby
one |

'Iidnjidll Internasional,
pt A

palam menganalisa apa
pakah suaty Perbuata
N me

antitrust law ini, maka terdapat dua pendeay 'an9Gar atay tigay
atan, yaity

v, pendekatan Per Se lllegal, dan 62

5. Rule of Reason.
Ad. 1. pendekatan Per Se Illegal

Teori Per Se ini lebih n iti
1enitik beratkan k
epada struktur
pasar

" ld(|;u memperhatikan kepentingan ekonomi dan sosial yang
lebih luas.”” Kata Per Se berasal dari bahasa latin berarti by it self;
in it self; taken alone; by means of itself; in herently; in isolation;
unconnected with other matters, simply as such; in its win nature
without reference to its relation.®

Apabila suatu aktifitas jelas maksudnya dan mempunyai

akibat rusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan

masuk akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (dengan

peristiwa yang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwad yang

aran hukum persaingan- Prinsip

bersangkutan merupakan pelangg

ini dikenal dengan “Per 5¢€ Doctrine”.

62
* Ayudha D. Prayoga, . gt
Hengatur di Indonesia, Ellps akarta, 1999, |}6(MenY°“95°"g gra P
S 3 Munir Fuady, Hukum Anti 39 S
o, , PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, '
& [:‘)[(I{I

T, : . an Usaha @



Ad. 2.
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17

Per Se lllegal dalam hukum
pe

I‘Salngan ads:
coering digunakan A P i

Yang me

ngan
9andung Maksud bahwa jeni |
perjanjlan tertentu, misalnya pe M

nete
apan harga (horizontal price

fixing), dianggap secara in heren pe

rsifat  antj kompetitit dan
merugikan masyarakat tanpa pe

rlu dibuktikan bahwa perbuatan

tersebut secara nyata te us ;
yata telah merusak persaingan,®

Rule of Reason

Merupokan kebalikan dan lebih luas dari Per Se lllegal

Teort i lebih beronientast kepada prinsip efisiensi.  Di bawah rule

of reason, untuk menyatakan bahwa suotu  perbuatan yang

ditudubhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus
mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan
bahwa suatu perbuataan yang dituduhkan melanggar hukum
persaingan secara tidak patut,®

Dan untuk Itu diisyaratkan bahwa penggugat dapat

menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang

o itu
nyata terhadap persaingan dan tidak berupa apakah gHirouAta
tidak adil maupun melawan hukum

1 ta a

keuntungan ekonominya.
e

“ Ayudha Prayoga, et.sl.
“ Ibid., him. 17

op. cit., him- 16



terhadap konsekuensi dari tindakan
nya

itu terh _
pasar. adap persaingan

Dalam  menelaah
efek anti
monopoll  dari  suatu

penggabungan  perbankan
’ oleh hukum anti
monopoli

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. harga yang berkolusi

b. skala ekonomi yang tereksploitas

c. kekuasaan untuk monopol (monopoly power)

d. interdependensi yang oligopolistix

Disamping itu, beberapa faktor tambahan yang mestinya juga ikut

dipertimbangkan untuk menentukan seberapa jauh suatu penggabungan
dapati dikatagorikan sebagal merger yang dilarang hukum antl monopol.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagal berikut :

1) Arah kecenderungan perubahan kondis! pasar
2) Kondisi finansial dari pelaku pasar

an
3) Kemudahan untuk dapat masuk ke pasar: Ini kemudian yang

“jalan masuk” (Entrechment theory).

berkembang dalam teor!

4) Ketersediaan produk gubstitus!:

5) Sifat dari produk.

K.
6) Syarat-syarat penjualan produ
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7) Market performance,

8) pampak efisiensi darj Penggabungan ¢
an,

itu tinde .
untuk it indakan merger dilarang oleh Und
ang-
vonopoli manakala tindakan 9-Undanggani

tersebut dapat
. | dapat mengakibatkan praktek
monopO“ dan atau persaingan curang. Ketentuan terseb td
ut diatur dalam

pasal 28 dari Undang-Undang Anti Monopecli tersebut bukanlah hal
| al yang
baru. Sebab, jauh sebelumnya adanya Undang-Undang Anti Mo li
nopo
No.5 Tahun 1999 tersebut, telah ada ketentuan dalam Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, di mana ditentukan juga

pahwa suatu merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan haruslah

dilakukan dengan memperhatikan antara lain kepentingan masyarakat

dan persaingan schal (vide Pasal 104 ayal (1) huruf b dari Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas).

Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, masalah merger bank
pada dasarnya untuk menghindari terjadinya persaingan yang

5 12t ek
berdampak negatif. Secara ideal persaingan memiliki pbanyak asp

; i i dipandang
positif, tetapi bagi pelaku usaha, persaingan sering e

saingan, merupakan
sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. persaing

Oleh
keuntungan:
Proses perebutan pangsa Pasar konsumen, 42"

an ekonomi pada usaha

t
Karena ity tidak boleh terjadi adanye pemusa

pat rnerugikan kepentingan

him. 144-145:

- - it.
7 ) er op,Cl '
Munir Fuady, Hukum Tentand Mergerl
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er
sus dalam hal merg
satunya dapat berupa pembatalan meljgr. Khu

apat peranan Bank

' ,.-ain setelah melalul
- » .' ‘ | 1 terhadap Undang-
kajian dari bebe - ka '

é : ya dikurangi.
undang terseb ;




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melewati bab demi bab, maka sampailah pada kesimpulan
berdasarkan penelitian terhadap permasalahan yang ada terhadap
perjanjian merger usaha perbankan berbentuk Perseroan Terbatas
dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut :

l. Merger yang dituangkan dalam perjanjian oleh kehendak para pihak
khususnya dalam dunia perbankan tidak dapat dikatakan sebagai
merger yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat, karena pada merger yang dilakukan oleh usaha perbankan
harus  melewati tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan dalam proses merger untuk mendapatkan ijin
merger itu sendiri. Sehingga merger yang dihasilkan adalah merger
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha dan mernperkuat
permodalan dalam bidang perbankan.

2. Perjanjian merger dibuat selain untuk kepentingan perusahaan dan
kemajuan usaha dalam dunia perbarkan dilakukan dengan tetap
memberikan  perlindungan terhadap hak Peémegang saham
minoritas, khususnya jika dalam hal Pemegang saham minoritas

tidak setuju dalam melakukan merger, maka berdasarkan DAl



ayat (2) UUPT pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan

dalam menghadapi rencana bank merger yaitu :

a.

pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya sesual
dengan harga yang wajar, dalam hal harga yang wajar dapat
ditentukan dengan menunjuk konsultan penilai yang
independen untuk melakukan penilaian.
Dilaksanakannya hak yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1)
UUPT, setiap pemegang saham berhak meminta kepada
perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dan
ayat (2) dalam hal saham yang diminta untuk dibell
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas
ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka

perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh

pihak lain.

Pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam merger usaha

perbankan beralih sebagai akibat hukum dari perjanjian kepada

perseroan hasil merger, dan pemegang saham perseroan yang

digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil merger.

Dengan demikian dari merger tersebut dapat dihasilkan suatu

kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari bank yang mengambil-

alih dan bank yang diambilalih.
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B. Saran
Maka berdasarkan pada kesimpulan di atas selanjutnya penulls

memberikan saran yang diperlukan sehubungan dengan judul tesls Inl,

antara lain
1. Perlunya koordinasi antara UU Perbankan, UU Antl Monopoll

L ]

dan UU Perseroan Terbatas, agar dalam melakukan merg

Khususnya diperlukannya pemeriksaan pada keputusan final
perjanjian merger oleh Komisi Pemberantasan Persaingan
Usaha untuk mengetahui apakah perjanjian merger tersebut

tidak melanggar persaingan usaha

2. Perlu adanya peraturan perund ng-undar yang mengatur
mengenai merger secara 'l“iinfl, yang terunifikasi ‘
memadai, agar praktek merger di Indonesia dapat dilak:
dengan iebih efektif dan efisien,

3. Perlunya kepastian akan batasan nilai harga sahar

dalam ketentuan perundang-undangan
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